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MOTTO 
 
 ِتَاثيِبَخِْلل َنوُثيِبَخْلاَو َنيِثيِبَخْلِل ُتَاثيِبَخْلا  ۖ  ُتاَبِّيَّطلاَو ِتاَبِّيَّطِلل َنوُبِّيَّطلاَو َنيِبِّيَّطلِل  ۖ  َكِئََٰلوُأ
 َنوُلوُق َي ا َّمِم َنوُءَّر َبُم  ۖ  ٌمِيرَك ٌقْزِرَو ٌةَرِفْغَم ْمُهَل   
 “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji 
adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah 
untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang 
baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka 
(yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)” 
(An-Nur ayat 26) 
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PEDOMAN TRANSLITERSI 
 Pedoman transliterassi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan Bersama 
Menteri Agamas dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 
0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan  
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
 h}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z\ Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
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س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ...‟.... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...‟.... Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
 
ix 
 
 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
 Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 بتك Kataba 
2 ركذ Zukira 
3 بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka translierasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي ........أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ..........أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
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1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah  
 Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي .......أ Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي ........أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas  
و .........أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
xi 
 
 
 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T}alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tuisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala  
 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا . 
namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata 
yang mengikuti dan dihubugkan dengan kata sambung. 
 Contoh: 
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No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
 Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala  
2. نوذخأت ta‟khuduna 
3. ؤنلا An-Nau‟u 
 
8. Huruf Kapital 
 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
  
Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. لوسر لاإ دممح امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
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2. ينلماعلا بر للها دملحا Al-hamdu lillahi rabbil‟a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
 Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan denga kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
diilangkan maka peulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan 
dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
 Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab  Transliterasi  
1. ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n  
2. نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
Wilda Ma‟rifah, NIM: 15.21.21.007. “ANALISI FAKTOR-FAKTOR 
PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama 
Wonogiri Tahun 2017)”.Perceraian adalah sebuah penghapusan atau putusnya 
ikatan suami istri yang diputus oleh seorang hakim dan hanya dapat dilakukan 
dihadapan para hakim melalui sidang perceraian. Perceraian itu sendiri tidak hanya 
dilakukan oleh seorang suami saja atau yang biasa disebut dengan cerai talak, namun 
pengajuan permohonan perceraian juga dapat diajukan oleh seorang istri karena 
disebabkan seorang suami melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) atau 
permasalahan yang lain, pengajuan permohonan perceraian diajukan oleh seorang 
istri yang sering disebut dengan cerai gugat.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja 
faktor-faktor yang menyebabkan sebuah perceraian itu terjadi dalam sebuah keluarga 
yang diambil dari studi kasus di Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2017.  
Untuk jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (fileld research) 
untuk menggali data dengan rinci tentang faktor-faktor penyebab perceraian yang 
menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan sebuah kejelasan. Juga 
menggunakan pengumpulan data dengan cara dokumentasi sebagai pelengkap. Data 
yang telah dikumpulkan akan dijabarkan dan dianalisis secara kuantitatif yang 
kemudian diperjelas dengan analisis deduktif.  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, faktor-
faktor perceraian di Pengadilan Agama Wonogiri adalah faktor karena tidak harmonis 
sebanyak 891 perkara, faktor tidak tanggung jawab sebanyak 416 perkara, faktor 
gangguan pihak ketiga sebanyak 76 perkara, faktor ekonomi sebanyak 5 perkara, 
faktor di hukum sebanyak 4 perkara, faktor lain-lain sebanyak 3 perkara, faktor 
cemburu sebanyak 2 perkara, faktor kekerasan jasmani sebanyak 1 perkara, faktor 
kekerasan mental sebanyak 1 perkara, faktor cacat biologis sebanyak 1 perkara. 
 
Kata Kunci : Faktor Perceraian, Penyebab Perceraian, Perceraian  
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ABSTRACT 
Wilda Ma‟rifah, NIM: 15.21.21.007. “ANALYSIS OF THE FACTORS CAUSING 
THE DIVORCE (Case Study In The Wonogiri Religious Court In 
2017)”.Divorce is an abolition or breaking of the tier of a husband and wife broken 
by a judge and can only be done before the judges  through a divorce trial. Divorce 
itself not only done by a husband or what is commonly called talak, but filing for 
divorce can also be submitted by a wife because it is caused by a husband commiting 
Domestic Violence (KDRT) or other problems filing for divorce is filed by a wife 
who is often called a cerai gugat.  
The purpose of this research is to find to out and explain what are the factors 
that cause a divorce to occur in a family taken from case study in the Wonogiri 
religious court in 2017.  
For this type of research using field research to explore data in detail about the 
factors causing divorce using the interview method to get a clarity. Also uses data 
collection by means of documentation as a complement. The data that has been 
collected will be described and analyzed quantitatively which is then clarified whit 
deductive analysis.  
Based on research that has been done it can be conclude that, divorce factors 
in the Wonogiri religious court are 891 cases due to disharmony, 416 cases because 
of irresponsibility, 76 cases of third party interference, 5 cases by economic factors, 4 
cases by punishment, others factors as many as 3 cases, factors due to jealousy as 
much as 2 cases, factors  due to physical violence as much as 1 case, factors due 
mental violence as much as 1 case, biological disability factors as much as 1 case.  
 
Keywords : Divorce Factors, Causes of Divorce, Divorce 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang  
Islam merupakan sebuah agama yang global, yang mana semua tindak 
tanduk manusia sudah dipaparkan secara umum di dalam Al-Quran maupun hadis 
yang ditujukan oleh umat manusia sebagai pedoman hidup di dunia. Agar hidup 
manusia lebih terarah dan manusia tersebut berjalan di jalur yang benar. Karena 
sifat Al-Quran dan hadist adalah saling melengkapi, dikatakan demikian adalah 
bahwasannya di dalam Al-Quran hanya membahas sebuah permasalahan secara 
umum, namun dengan adanya hadist dapat dirinci lagi suatu permasalahan 
tersebut agar memudahkan pemahaman manusia dalam memahami permasalahan 
yang telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadist.
1
 
Dari sifat umum paparan yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadist 
maka muncullah fikih sebagai ilmu bagi manusia yang berkenaan dengan 
perbuatan manusia yang di dalam Al-Quran dan hadist tidak dipaparkan secara 
rinci. Dan dari fiqih inilah semua perbuatan manusia yang berkenaan dengan 
beribadah, manusia melakukan kehidupannya di dunia sampai hal yang berkenaan 
dengan perkawinan dijelaskan secara gamblang, mulai dari tata cara, rukun 
sampai syarat sahnya dijelaskan secara jelas dan gamblang dalam fiqih sebagai 
ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan perilaku manusia yang hidup di dunia.
2
 
                                                          
  1  Indah Purbasari,  Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia, (Malang: Setara 
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Seperti yang telah disinggung dipemaparan di atas bahwa dalam islam 
hubungan antara laki-laki dan perempuan  juga dijelaskan dalam islam dan 
dikenal dalam Fiqih Munakahat yang membahas tentang pernikahan dan 
perceraian yang dialami manusia di dunia ini. Yang dalam Al-Quran telah 
dijelaskan bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini diciptakan berpasang-
pasangan dan dari hal tersebut pula manusia berkembang dan berlangsung dari 
generasi ke generasi.
3  Seperti yang Allah SWT Firmankan dalam Al-Qur’an 
Surat Ar-Rum ayat 20-21: 
نِمَو  ۡ هِتٰيٰا  َٖنا  ۤ  ۡ مُكَقَلَخ  ۡ نِّم  ۡ َنا  اَذِا َُّثُ ٍبَار ُت  ۡ ُت  ۡ نَت ٌرَشَب  ۡوُرِشَت  ۡ َن ﴿20﴾ نِمَو  ۡ 
هِتٰيٰا  َٖنا  ۤ  ۡ مُكَل َقَلَخ  ۡ نِّم  ۡ َنا  ۡمُكِسُف  ۡ َزا  ۡسَتِّل اًجاَو  ۡوُنُك  ۡ  ا  ۤ  ٖ  ِف َّنِا  ۡ  ٍتٰيَٰلَ َكِل ٰذ 
 َلِا  ۡ َب َلَعَجَو اَه  ۡمُكَن  ۡ َحرَّو ًةَّدَوَّم  ۡوَقِّل ًةَم  ۡوُرَّكَف َتَّ ي ٍم  ۡ َن ﴿21﴾ 
Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 
kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang 
berkembang biak. (20) Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya 
ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, 
agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia 
menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada rasa 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) 
bagi kaum yang berpikir. (21) 
4
 
Secara bahasa dijelaskan bahwa nikah
5
 dapat diartikan sebagai berkumpul 
atau menyatunya antara laki-laki dan perempuan. Dan menurut pengertian nikah 
adalah suatu akad yang yang menghalalkan perempuan dan laki-laki melakukan 
                                                          
3
  Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 12 
 
4
  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Bogor: SYGMA Media, 2007), 
hlm. 404   
 
5
  Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya 
Karya, 2005), hlm. 336  
3 
 
 
suatu hubungan badan, dan menyatukan laki-laki untuk menjalin sebuah ikatan 
yaitu sebagai suami dan istri dalam sebuah hubungan rumah tangga.
6
  
Fuqaha mendefinisikan arti nikah adalah diperbolehkannya seseorang atas 
orang lain untuk saling memiliki dengan dilalui dengan jalan yang baik menurut 
aturan islam dan memperbolehkan atau menghalalkan suatu perbuatan yang 
tadinya bersifat haram.
7
 
Tidak ada seseorang pun yang menginginkan suatu pemasalahan dalam 
rumah tangganya, banyak orang yang mendambakan rumah tangganya tentram 
tanpa adanya suatu masalah dan yang telah dijelaskan dalam tujuan sebuah 
pernikahan. Tetapi mengingat permasalahan pemasalahan yang terjadi dibeberapa 
waktu ini banyak sekali permasalahan yang membuat suatu hubungan pernikahan 
mengalami goncangan. Seperti halnya istri yang enggan memasak untuk suami 
dan anaknya, suami yang senang bermain dengan ponsel pintarnya kterus 
menerus, masalah sepele yang kemudian dibesar-besarkan yang menyebabkan 
percekcokan. Dan dari hal itu memicu keretakan sebuah hubungan rumah tangga 
sampai pada perceraian.
8
  
Banyak sekali faktor yang menyebabkan sebuah perceraian yang terjadi di 
kalangan masyarakat Indonesia, antara lain adanya unsur kedurhakaan yang 
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dilakukan baik suami maupun istri. Adanya perselisihan ini menjadi problem 
utama penyebab terjadinya perceraian dan dari hal tersebut sangat sering menjadi 
pemicu perceraian yang dialami oleh suami maupun istri dalam membina suatu 
hubungan rumah tangga. Namun pada nyatanya banyak sekali faktor-faktor yang 
mempengaruhi perceraian di beberapa kalangan dan yang banyak di alami oleh 
suami istri di wilayah-wilayah Indonesia.
9
  
Dalam Islam sendiri memperbolehkan sebuah perceraian jika memang 
hubugan perkawinan sudah tidak dapat lagi diselesaikan dengan baik, jika 
dipertahankan pun akan selalu timbul sebuah perselisihan yang tidak ada 
habisnya, hanya perceraian yang mampu menyelesaikan semua permasalahan. 
Namun Islam mengatur tentang kesejahteraan setelah terjadinya perceraian 
terutama bagi anak sebagai hasil dari sebuah pernikahan tersebut. Di mana sang 
ayah masih wajib menafkahi semua kebutuhannya dan menyediakan fasilitas yang 
dibutuhkan oleh seorang anak. Tetapi sebuah perceraian adalah sebuah perbuatan 
yang sangat dibenci oleh Allah sang Maha Pencipta, namun apa boleh buat jika 
perkawinan tersebut dipertahankan maka hanya akan menimbulkan banyak sekali 
keburukan yang ditimbulkan.
10
  
Adapun pengertian perceraian atau dalam Islam disebut dengan Thalaq atau 
Ithlaq atau yang menurut bahasa adalah melepaskan atau meninggalkan sebuah 
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ikatan.
11
 Thalaq sendiri adalah sebuah penghapusan ikatan suami istri yang di 
putus oleh seorang hakim dan hanya dapat dilakukan di hadapan para hakim 
melalui sidang perceraian. Perceraian itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh 
seorang suami saja atau yang biasa disebut dengan cerai talak, namun pengajuan 
perceraian juga dapat di ajukan oleh seorang istri karena disebabkan seorang 
suami melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) atau permasalahan 
yang lain, yang pengajuan permohonan perceraian yang diajukan oleh seorang 
istri sering disebut dengan cerai gugat.
12
  
Dalam peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia sendiri 
perceraian pada tahun 2015, tahun 2016 dan2017 mengalami peningkatan, yang 
mana peningkatan tahun 2017 meningkat sampai dengan 667 perkara. Di era 
modern seperti sekarang ini, banyak sekali permasalahan yang menyebabkan 
angka perceraian beberpa tahun belakangan ini mengalami peningkatan.
13
 
Faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Wonogiri 
yang terjadi di tahun 2017. Pada di tahun 2017 merupakan tahun yang memiliki 
grafik perkara tertinggi yang di terima PA Wonogiri yaitu sebanyak 2272 perkara 
yang diterima oleh Pengadilan Agama Wonogiri, 2222 perkara yang sudah 
diputus dan 379 sisa perkara. Dari kebanyakan perkara yang masuk maupun 
perkara yang sudah diputus tersebut merupakan perkara perceraian. Di tahun 2015 
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Pengadilan Agama Wonogiri menerima kasus sebanyak 1596 perkara, kemudian 
di tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebanyak 9 perkara, menjadi 1605 
perkara. Dan di tahun 2017 mengalami kenaikan perkara yang signifikat yaitu 
sebanyak 667 perkara menjadi 2272. Dan dari tiga tahun tersebut didominasi 
dengan perkara perceraian, baik cerai gugat maupun talak.
14
 Maka di tahun 2017 
dijadikan sebagai acuan dalam penulisan, karena di tahun inilah patut untuk 
dijadikan bahan penelitian karena peningkatan jumlah perkara yang naik secara 
signifikan, terutama dalam jumlah perceraian, dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya.   
Data di Pengadilan Agama Wonogiri sendiri pada tahun 2017 memiliki 
angka perceraian yang sangat tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016, 
sehingga penulis menjadikan 2017 sebagai ajuan penelitian, karena ditahun ini 
ada sebanyak 4873 perkara yang sebagian besar adalah perceraian.
15
 
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian  yang mana di PA Wonogiri 
menyatakan bahwa tahun 2017 adalah angka tertinggi dalam perceraian baik 
gugat maupun talak. Yang patut untuk dijadikan bahan penelitian yang berkaitan 
dengan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan 
Agama Wonogiri). 
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B. Rumusan Masalah  
Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penyusunan ini 
mendasarkan permasalahan sebagai :  
Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama 
Wonogiri tahun 2017 ?  
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan maslah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 
penelitian ini adalah :  
Mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya Perceraian di 
Pengadilan Agama Wonogiri tahun 2017. 
D. Manfaat Penelitian   
Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua 
pihak baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.  
1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan 
tentang dalam perceraian terutama tentang faktor-faktor penyebab terjadinya 
sebuah perceraian. 
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2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bahan ajar untuk 
menambah wawasan tentang perceraian terutama masalah apa saja faktor-
faktor penyebab terjadinya sebuah perceraian.  
E. Kerangka Teori  
Dalam sebuah perkawinan banyak sekali terdapat dinamika-dinamika dan 
tantangan dalam sebuah hubungan perkawinan. Terutama di masa-masa sekarang 
ini, banyak sekali hal-hal ringan yang pada akhirnya dibesar-besarkan dan 
menjadi faktor perceraian dalam perkawinan. Hancurnya sebuah perceraian juga 
banyak disebabkan karena moral para pasangan suami istri itu sendiri, yang terlalu 
ingin menang sendiri dan merasa dirinya paling benar dari pasangannya.
16
 
Kemudian dari setiap permasalahan yang terjadi kurangnya komunikasi secara 
baik yang menjadikan sebuah masalah tersebut berlartut-larut dan ditambah 
dengan permasalahan yang muncul lagi. Menjadikan masalah menjadi kian 
menumpuk dan sulit untuk diselesaikan yang mengakibatkan sikap benci yang 
secara langsung maupun tersirat menggambarkan rasa kebencian. Memberikan 
sebuah masukan kepada pasangan yang kasar bahkan menyakiti hati yang dari 
salah satu pasangan tidak bisa melihat sisi baik dari perilaku pasangannya. Salah 
seorang pasangan bersikeras bahwa tindakannya tersebut selalu benar dan dari hal 
tersebut salah satu pasangan mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh 
psangannya. Kemudian yang terakhir adanya sikap diam sampai tak acuh pada 
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pasangannya, karena beberapa pasangan suami istri menganggap diam adalah hal 
terbaik dan untuk menghindari sebuah pertengkaran, padahal sebaliknya karena 
diamnya seorang suami istri membuat permasalahan semakin berlarut-larut dan 
menjadikan permasalahan semakin sulit untuk diselesaikan.
17
 
Sedangkan Islam menganjurkan dalam sebuah perkawinan suami dan istri 
mengemban perilaku yang baik satu sama lain (mu’asyarah bil ma’ruf) agar 
tercipta keluarga yang baik dan pasangan yang dapat menyelesaikan permasalahan 
dengan baik dan dapat mempertahankan hubungannya dari segala macam masalah 
dalam perkawinannya. Karena pada prinsipnya sebuah perkawinan adalah ridla, 
tulus (nihlah), dan perdamaian (ishlah) juga saling merendahkan ego satu sama 
lain. Yang menjadikan sebuah perkawinan berjalan dengan baik.
18
 
 Adapun tujuan sebuah perkawinan itu adalah sebagai penghalal dari sebuah 
tindakan yang dilakukan antara seorang perempuan dan laki-laki, seperti 
berhubungan seksual maupun hal-hal yang lain.
19
 Perkawinan tersebut 
menghindarkan seseorang baik dari zina maupun kerusakan moral yang pada 
masa sekarang-sekarang ini sangat gempar diperbincangkan, menentramkan jiwa 
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karena adanya cinta, kasih dan sayang yang terjalin antara keduanya, kemudian 
dari perkawinan tersebut terciptanya keturunan yang baik akhlaknya.
20
  
Namun karena keegoisan dan sama-sama tak ingin mengalah membuat 
tujuan sebuah perkawinan tidak terlaksana dengan baik bahkan tujuan perkawinan 
tersebut tidak diterapkan dalam sebuah perkawinan, karena tidak diterapkan 
dengan baik maka timbullah berbagai permasalahan seperti antara pasangan yang 
satu dengan yang lain saling menuntut untuk menjadi apa yang di inginkan oleh 
salah seorang pasangan saja. Dari hal itu pula keharmonisan sebuah keluarga tidak 
dapat dihadirkan ditengah-tengah sebuah hubungan suami-istri maupun keluarga. 
Hal tersebut merupakan salah satu hal yang menyebabkan sebuah perceraian 
terjadi dalam sebuah perkawinan bagi sepasang suami-istri yang tidak dapat 
didamaikan bahkan disatukan kembali.
21
 
Dalam keadaan  menjelang perceraian pastilah terjadi banyak permasalahan 
yang membuat hal hal tersebut menjadikan penyelesaian masalah dengan cara 
musyawarah tidak dapat dilakukan kembali yang harusnya dapat 
dimusyawarahkan dan dibicarakan dengan baik, namun sebaliknya karena sebuah 
permasalahan sudah tidak dapat laki dimusyawarahkan dengan baik maka terjadi 
kemandekan yang membuat membuat berhentinya sebuah penyelesaian yang 
terjadi antara suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. 
Kemandekan tersebut sepasang suami istri yang melewati sebuah pertengkaran 
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yang harus dirundikan merasa seolah-olah tidak ada lagi yang perlu dibahas dan 
diselesaikan. Karena anggapan perceraian merupakan menjadi satu-satunya solusi 
yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, karena anggapan tidak 
ada lagi yang perlu untuk diselesaikan kecuali dengan jalan perceraian.
22
 
Dalam Islam aturan dalam kehidupan umat muslim, tidak ada aturan yang 
melarang terjadinya sebuah perceraian antara suami dan istri. Karena perceraian 
dapat dilakukan apabila dengan hal tersebutlah menjadi jalan keluar yang terbaik 
dalam permasalahan yang dialami oleh suami istri dalam suatu hubungan rumah 
tangga. Namun pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan yang baik untuk 
seorang suami dan istri dalam pernikahan, tetapi tujuan baik tidak akan terwujud 
apabila sudah tidak adanya kesesuaian antara suami istri. Dari pada pernikahan di 
warnai adu argumentasi atau cekcok maupun pertengkaran yang secara terus 
menerus serta perselisihan yang mengakibatkan banyak keburukan maka jalan 
terbaiknya adalah sebuah perceraian yang dapat dilangsungkan. Dalam 
munakahat, Islam membolehkan perceraian yaitu di dalam situasi dan kondisi 
kehidupan rumah tangga yang sudah tidak dapat lagi untuk disatukan. Dengan hal 
itu maka suami istri tidak perlu lagi mengalami penderitaan batin terus menerus 
dan menjadikan anak sebagai korban dari pertengkaran yang selalu dilakukan oleh 
pasangan suami maupun istri..
23
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Perceraian juga merupakan suatu proses yang didalamnya menyangkut 
banyak aspek seperti emosi yang dialami oleh pasangan suami istri yang akan 
menjadi tidak menentu, selalu meninggikan suara yang pada akhirnya terjadilah 
sebuah pertengkaran, kehidupan ekonomi menjadi tidak menentu, adanya 
penilaian dari beberapa orang sekitar dan kehidupan sosialnya.
24
  
Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan, bahwa suatu perkawinan dapat 
putus karena :  
1. Kematian. 
2. Perceraian. 
3. Atas keputusan pengadilan25.  
Pada kenyataannya pernikahan tidak semua bisa berhasil. Akibatnya akan 
buruk bagi perkembangan jiwa terutama bagi anak. Korban atas terjadinya sebuah 
perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami maupun istri saja, namun 
korban yang amat sangat dirugikan disini adalah seorang anak. Dengan terjadinya 
perceraian anak menjadi merasa tertekan dengan permasalahan maupun 
pertengkaran yang orang tua mereka lakukan setiap hari, mulai dari percekcokan 
ringan sampai pada pertengkaran yang membuat pertumbuhan mental maupun 
psikis anak menjadi terganggu. Selain itu mereka kehilangan sosok kasih sayang 
yang diberikan orangtuanya seperti anak pada umumnya. Untuk tercapainya 
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tujuan dalam perkawinan maka suatu perkawinan harus dipersiapkan dengan 
matang, baik dari segi psikis dan mental ataupun dari segi finansialnya.
26
  
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya 
pada pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan apabila terdapat 
sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Disebutkan bahwa perceraian dapat 
terjadi karena alasan-alasan:  
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.  
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain diluar kemampuannya.  
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau 
hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.  
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat 
yang membahayakan pihak lain.  
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.  
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran yang mana tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah tangga.
27
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Sebuah perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan baik 
untuk masyarakat Islam ataupun  non Islam. Dimana Pengadilan Negeri 
memutuskan sebuah perceraian bagi masyarakat yang beragama non Islam, dan 
untuk masyarakat Islam pemutusan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. 
Kemudian sebuah perceraian dapat dilakukan apabila dari pihak pengadilan tidak 
berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan sudah tidak ada kata rukun serta 
dengan alasan-alasan yang cukup menguatkan untuk dilakukannya sebuah 
perceraian. Tatacara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam 
peraturan perundangan tersendiri.
28
 
F. Tinjauan Pustaka  
Ada beberapa karya tulis yang membahas tentang faktor-faktor apa saja dan 
faktor yang sangat umum yang terdapat dalam masyarakat yang menyebabkan 
perceraian, salah satunya adalah karya tulis berupa skripsi oleh Muhammad Lutfi 
Syarifuddin yang berjudul “Perceraiana di Kacamatan Babadan kabupaten 
Ponorogo (Studi Perkara di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2003-2005)”. 
Dalam karya tulis ini penulis hanya menjelaskan beberapa faktor yang 
menyebabkan perceraian, seperti cemburu atau perselingkuhan dan meninggalkan 
tanggung jawab baik istri maupun suami.
29
  
                                                                                                                                                               
27
  Pasal 19, PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan   
 
28
  Pasal 39, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
 
29
 Muhammad Lutfi Syarifuddin, “Perceraian Di Kecamatan Babadan Kabupaten 
Ponorogo Studi Perkara Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2003-2005”, Skripsi, Tidak 
Diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2007, hlm. 
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Karya tulis yang selanjutnya adalah skripsi oleh Muhammad Misbahul Huda 
Anjaya yang berjudul “Upaya Hukum dalam Mendamaikan Perkara Perceraian 
di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2002-2004”. Skripsi tersebut 
menunjukkan dari perkara perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama 
Banyumas, perkara perceraian menempati peringkat pertama dengan jumlah 2.861 
perkara. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya: moral 
(poligami tidak sehat), moral (krisis akhlak), moral (cemburu), meninggalkan 
kewajiban ekonomi dan penganiayaan. Faktor penyebab perceraian tertinggi 
adalah masalah ekonomi yaitu 621 perkara.
30
 
Ada pula skripsi dari Ahmad Faqih yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab 
Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 
2008)”. Di Pengadilan Agama Surakarta itu sendiri merupakan pengadilan yang 
banyak memutus perkara perceraian sebanyak 500 perkara, yang mana cerai gugat 
sebanyak 350 perkara dan cerai talak sebanyak 150 perkara. Dan perkara 
perceraian dari tahun 2007 sampai 2008 mengalami kenaikan. Adapun perkara 
yang paling banyak menyebabkan sebuah perceraian adalah faktor tanggung 
jawab antara suami istri. Dimana istri sebagai tulang punggung di keluarga 
tersebut dan sang istri memiliki penghasilan yang lebih banyak dari seorang 
suami. Dan dari hal tersebut suami melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala 
rumah tangga dan enggan untuk mencari kerja bahkan melupakan tanggung 
                                                                                                                                                               
 
30
  Muhammad Misbahul Huda, “Upaya Hukum Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian 
Di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2002-2004” Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah 
Universitas Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2005, hlm, 15 
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jawabnya sebagai seorang suami yang wajib mencari nafkah untuk kehidupan istri 
maupun keluarganya.
31
  
Kemudian ada pula skripsi dari Weely Septia Angger Handayani yang 
berjudul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal 
Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)”. Dalam 
penjelasan di skripsi tersebut menyebutkan bahwa dalam tahun 2014 mengalami 
kenaikan cerai gugat atau cerai dengan problem sang suami tidak dapat 
memberikan nafkah secara maksimal yag akhirnya membuat sang istri harus 
bekerja demi membantu kehidupan ekonomi dalam rumah tangga.
32
 
Dari penelitian tersebut maka pengambil tempat yang sama yaitu Pengadilan 
Agama Wonogiri tetapi yang membedakan adalah tahun penelitian, dimana 
peneliti meneliti permasalahan pada tahun 2017. Dalam tahun 2017 dengan era 
yang begitu maju, maka banyak pula problematika dan faktor-faktor yang 
menyebabkan sebuah perceraian itu terjadi. Pada tahun 2017 tingkat perceraian di 
Pengadilan Agama Wonogiri mengalami kenaikan yang signifikan, terus 
mengalami kenaikan dari pada tahun-tahun sebelumnya.
33
 Tahun tersebut 
mengalami kemajuan teknologi informasi yang begitu baik, kadang membuat 
manusia terlena dengan kemajuan ini. Dengan kemajuan ini juga menjadikan 
                                                          
31
 Ahmad Faqih, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Studi Kasus Di 
Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2008”, ....., hlm. 2 
 
32
  Weely Septia Angger Handayani, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus 
Cerai Gugat Ditinggal Saumi Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2014”, Skripsi, 
Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta, Jakarta, UIN, 2014, hlm. 5 
 
33
  Sumber Data Laporan Tahun 2017 Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017 
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salah satu penyebab terjadinya perceraian yang pada tahun 2017 tengah 
meningkat di Pengadilan Agama Wonogiri. Adapun penyebabnya adalah dengan 
kemajuan Teknologi dan Informasi tersebut kadang membuat banyak masyarakat 
yang terlena dengan kemajuan tersebut. Seperti halnya suami atau istri yang sibuk 
dengan akun media sosialnya ataupun dengan telfon pintarnya masing masing. 
Dengan hal itu terkadang banyak orang sampai melupakan tanggung jawab dan 
fungsinya sebagai suami maupun istri, yang membuat keadaan rumah tangganya 
menjadi terbengkalai. Dengan hal itu pula muncullah banyak permasalahan yang 
lain pula seperti terjadinya perselingkuhan yang bermula dari akun media sosial 
yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dan gejolak dalam rumah tangga.  
Kemudian terjadinya permasalahan seorang istri menjadi tulang punggung 
keluarga, mencukupi kebutuhan anak dan lain sebagainya, memaksimalkan 
kebutuhan keluarga agar kebutuhan keluarganya tercukupi, tetapi lain halnya 
dengan suami, sang suami hanya mengurus dirinya sendiri dan merasa bergantung 
karena sang istri sudah mencari nafkah dan berfikir sudah ada yang membantunya 
mencari uang dan disaat saat itulah para suami berfikir mencari uang tidak perlu 
susah susah karena istrinya juga bekerja.  
Di tahun 2017 ini perkembangan media sosial dan gaya berpakaian yang 
amat sangat beragam maka memunculkan keinginan istri untuk mencari nafkah 
untuk bisa memanjakan dirinya sendiri, berbelanja kebutuhan rumah gangga tanpa 
memberatkan sang suami, terus menerus meminta uang kepada sang suami, yang 
kadang sang suami enggan memeberinya uang untuk bebbelanja kebutuhan 
istrinya. Maka hal itulah muncul permasalahan seorang istri terlena dengan 
18 
 
 
dunianya, dengan pekerjaannya sehingga melupakan kewajibannya sebagai 
seorang istri yang merawat anak dan menyiapkan semua kebutuhan suami.  
Untuk perbedaan yang terjadi dari setiap skripsi yaitu dalam penjelasan 
tentang faktor perceraian itu sendiri tidak di rinci bagaimana semua faktor 
perceraian itu terjadi, karena di di lokasi penelitian kebanyakan faktor yang sering 
terjadi di suatu wilayah dan tidak dijelaskan secara rinci apa saja faktor penyebab 
perceraian itu sendiri. Dan dalam karya tulis tersebut hanya fokus pada 
permasalahan yang saat itu terjadi.  
G. Metode Penelitian  
Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah dijelaskan diatas, 
maka metode yang digunakan adalah metode yang memegang peran penting 
dalam mencapai tujuan yaitu adalah sebagai berikut:  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan  (library 
research), yaitu penelitian yangdilaksanakan dengan menggunakan literature  
atau kepustakaan, baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian 
dari penelitian terdahulu.
34
 Mengkaji dan menelusuri permasalahan –
permasalahan maupun data-data dari tempat yang menjadi obyek penelitian. 
Kemudian menggali data dengan rinci tentang faktor-faktor penyebab 
perceraian.  
 
 
                                                          
34
  Elizabeth Goenawan Ananto, Metode Penelitian Untuk Public Relations, (Bandung: 
Simbiosa Rekatama Media, 2014), hlm. 70 
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2. Sumber Data  
a. Sumber data primer 
Yang pertama adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari data di 
Pengadilan Agama Wonogiri, yang mana data tersebut berisikan tentang 
penyebab perceraian di Pengadilan Agama Wonogiri tahun 2017 mulai 
dari bulan Januari hingga bulan Desember.  
b. Sumber data sekunder 
Yang kedua adalah data sekunder yaitu dalam penelitian yang 
mengguanakan data yang berasal dari buku, jurnal, dan skripsi
35
 yang 
membahas tentang faktor-faktor penyebab perceraian atau yang berkaitan 
dengan materi perceraian.  
c. Sumber data tersier 
Untuk melengkapi beberapa data yang butuhkan, juga menggunakan 
beberapa penjelasan dari website yang membahas tentang faktor-faktor 
perceraian. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Tempat yang digunakan sebagai objek penelitian adalah di Pengadilan 
Agama Wonogiri yang beralamatkan di Jl. Pemuda I, Sanggrahan, Giripurwo, 
Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dan waktu pelaksanaan 
akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.  
                                                          
35
  Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. 
Psikologi UGM, 1979), hlm. 190 
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4. Teknik Pengumpulan Data36 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk meneliti adalah sebagai 
berikut :  
a. Wawancara  
Metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab langsung yang 
dikerjakan dengan sistematik berlandaskan tujuan penelitian dengan 
beberapa pertanyaan yang sudah tersusun secara terperinci. Yang 
dilakukan oleh narasumber yang dapat dipercaya dalam pengamatan yang 
sedang dilakukan. Seperti dilaksanakannyan wawancara dengan dua orang 
hakim yang dirasa sangat membantu jalannya proses wawancara 
berlangsung dan memiliki penjelasan yang mudah dipahami. Hakim hakim 
tersebut berkedudukan sebagai hakim ketua dan hakim anggota di 
Pengadilan Agama Wonogiri.
37
  
b. Dokumentasi  
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-
data tentang perkara perceraian pada tahun 2017 di Pengadilan Agama 
Wonogiri. 
 
H. Teknik Analisis Data  
Analisis data sangat penting dalam penelitian untuk memberikan jawaban 
terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi 
                                                          
36
  Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2000), hlm. 94 
 
37
  Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian Research, ....., hlm. 193. 
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kasus tersebut akan dijabarkan dan dianalisis secara kualitatif yang kemudian 
diperjelas dengan analisis deduktif. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 
metode deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan yang ada. Yang dapat 
diambil dan diamati dari bagaimana kehidupan kesehariannya, seperti yang hal 
hal yang telah ada  di bebrapa kehidupan rumah tangga, dan apa saja yang 
menimbulkan permasalahan atau problem dalam melangsungkan kehidupan 
rumah tangga. Yang diambil dari pembahasan yang umum menuju ke dalam 
pembahasan yang lebih khusus.
38
 Kemudian dirumuskan menjadi suatu 
kesimpulan.  
I. Sistematika Penulisan  
Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penyusun merangkum 
sistematika penulisan sebagai berikut:  
BAB I yaitu menjelaskan tentang pendahuluan, yang berisi : bagaimana 
penjabaran singkat yang terdapat dalam latar belakang, apa saja rumusan masalah, 
apa tujuan penelitian itu sendiri, bagaimana manfaat penelitian yang sedang 
peneliti analis, bagaimana kerangka teori, apa saja tinjauan pustaka yang dapat 
menjadi acuan, apa saja metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 
teknik analisis data dan apa saja sistematika penulisan yang digunakan penulis 
dalam menyusun skripsi ini.  
BAB II, yaitu menjelaskan tentang pengertian perceraian secara umum, dasar 
hukum tentang perceraian, syarat-syarat perceraian, sebab-sebab terjadinya 
perceraian dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian.  
                                                          
38
  Elizabeth Goenawan Ananto, Metode Penelitian Untuk Public Relations, ….., hlm. 58 
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BAB III, yitu berisikan tentang gambaran umum Pengadilan Agama 
Wonogiri dan faktor-faktor penyebab  terjadinya perceraian di Pengadilan Agama 
Wonogiri pada tahun 2017  
BAB IV, yaitu menjelaskan tentang analisis hasil dari analisis data yang 
sudah dideskripsikan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, yaitu 
faktor-faktor penyebab perceraian dan pertimbangan hakim.  
BAB V, yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan dilengkapi dengan 
saran-saran yang dapat membangun tulisan ini secara baik dan benar sesuai 
dengan penulisan yang dianjurkan.  
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BAB II 
PERCERAIAN DAN FAKTOR YANG MENDASARI PUTUSNYA 
SEBUAH PERKAWINAN  
A. Gambaran Umum Tentang Perceraian  
1. Pengertian Perceraian 
Menurut bahasa sendiri perceraian atau yang dalam Islam disebut dengan 
talak adalah melepaskan atau meninggalkan sebuah ikatan.
1
 Dan menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia cerai berarti pisah, berhenti bersuami-istri, 
putus pertalian, menyapih, perpecahan, perpisahan.
2
 Dalam Islam perceraian 
juga disebut dengan talak.
 3
  Talak itu sendiri diambil dari kata قلاطا (ithlaq) 
yang berasal dari kata قلاط yang artinya adalah melepas atau meninggalkan.4 
Menurut istilah talak adalah melepaskan hubungan perkawinan atau 
bubarnya suatu hubungan perkawinan, yang mana arti melepaskan ikatan 
yaitu putusnya hubungan antara suami maupun istri. Yang mana suami 
                                                          
1
   Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2011), hlm. 147 
 
2
  Suharso, dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya 
Karya, 2005), hlm. 107 
3
  Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: 
Liberty, 1982), hlm. 82 
 
 
4
  Syarif Al-Qusyairi, Kamus Akbar Arab-Indonesia, (Surabaya: Karya Ilmu, 1990), hlm. 
270 
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maupun istri tidak memiliki hak dan menjalankan sebuah kewajiban untuk 
membina sebuah hubungan keluarga.
 5
  
Menurut istilah fiqih kata talak memiliki arti umum, yaitu dimana 
putusnya sebuah hubungan suami istri yang mana dijatuhkan suami kepada 
istrinya yang kemudian ditetapkan oleh seorang hakim, maupun perceraian 
jatuh dengan sendirinya atau karena meninggalnya suami atau istri. Dan talak 
itu sendiri juga dapat diartikan secara khusus dimana perceraian yang 
dijatuhkan seorang suami kepada istrinya.
6
  
Namun perceraian itu sendiri tidak melulu hanya dijatuhkan seorang 
suami kepada istrinya.tetapi seorang istri juga dapat mengajukan sebuah 
permohonan perceraian kepada lembaga pengadilan yang kemudian 
diputuskan oleh seorang hakim. Dimana pengajuan perceraian yang dilakukan 
seorang istri dapat disebut dengan cerai gugat (khulu’) atau memiliki nama 
lain yaitu talak tebus. Cerai gugat itu sendiri adalah sebuah talak yang 
diucapkan oleh seorang suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada 
suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan seorang istri untuk 
dilakukannnya sebuah perceraian, dan dapat dilakukan pula dengan sebab 
karena sudah tidak adanya keharmonisan antara suami maupun istri, karena 
                                                          
5
  Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, ....., hlm. 
147 
 
6
  Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, ….., hlm. 
103-104 
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suami melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan atau 
istri sudah tidak menyukai suaminya lagi (membencinya). 
7
  
Dalam istilah hukum yang tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974, bahwa 
perceraian adalah putusnya sebuah ikatan perkawinan yang mana putusnya 
sebuah ikatan lahir maupun batin antara suami dan istri yang menyebabkan 
berakhirnya sebuah ikatan perkawinan atau hubungan keluarga antara suami 
dan istri.
8
  
Kemudian menurut hukum agama selain hukum Islam yang telah 
diundang-undangkan pada UU No. 1 tahun 1974 yang mana telah diperjelas 
dalam PP No. 9 Tahun 1975 bahwa sebuah perceraian diajukan berdasarkan 
inisiatif suami dan istri serta tidak dalam keadaan terpengaruh orang lain 
maupun terpaksa untuk melakukan sebuah perceraian yang kemudian 
diajukan kepada Pengadilan Negeri.
9
 Dan sebuah perceraian pun dianggap 
terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya 
pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (Kantor 
Pencatatan).
10
  
2. Dasar Hukum Perceraian  
Adapun dasar hukum perceraian adalah sebagai berikut:  
                                                          
7
  Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru, 1995),  hlm. 410 
 
8
  Pasal 38, UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
 
 
9
  Pasal 20, PP No. 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan  
 
 
10
  Pasal 34, PP No. 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan 
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a. Seperti yang telah Allah SWT firmankan dalam Al-Qur’an surat Ath-
Thalaq ayat 6 yang bunyi:  
اْْسِْكُْ نْْوِْمَّْنُىْْنَْْحْْيُْثَْْسَْكْْْنُتْْمْ ْمْْنْ ْوْْجِْدُْْكْْمَْْوَْلَُُْْْضا ْْرْوُْىَّْنِْْْلُتَْض ْ يُْقْْواَْعَْْلْيِْهَّْنَْوْ,ِْاْْْنُْْكَّْنْ
ُْاَْلوِْتَْْْحٍْلَْْْفَْاْنِْفُْقَْْعْ اَْْلْيِْهَّْنَْْحّْتَََْْْضْْعَْنَْْْحَْلُْهَّْنَْفْ,ِْاْْنَْْاْْرَْْضْْعَْنَْْلُْكْْمَْْفُْ ُْ أْْوُْىَّْنُْْاْ
ُْجْْوَْْرُْىَّْنَْْْوأَِْتُْْرْوَْ بْاْْ يَْنُْكْْمَِْْبْْعُْْرْوٍْف,َِْْواْْنَْْ َُْعَْسْاْْرُْتَْْْفَْسُْ تْْرِْضُْعَْْلُْاْوْْخ.ىر  
Artinya:  
“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka untuk menyempikan (hati) mereka. Jika mereka (istri-istri 
yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada 
mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, jika mereka 
menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada 
mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 
sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka 
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”11 
 
b. Surat Al-Baqarah yang mana merupakan ayat yang membahas 
masalah perceraian secara rinci seperti masa iddah bagi seorang 
perempuan yang ditalak, jenis jenis talak dan kewajiban-kewajiban 
seorang suami yang menalak istrinya. Adapun ayatnya adalah sebagai 
berikut:  
1).  Surat Al-Baqarah ayat 227 
َّْنَِافَْقَلاَّطلااوُمَزَعْْنِاَوَْْللاَِْْسْْيٌْعَْْعِْْلْيٌْمْ
Artinya:  
                                                          
 
11
  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Bogor: SYGMA Media, 2007), 
hlm. 559  
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“Dan jika mereka bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka 
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”12 
 
2). Surat Al-Baqarah ayat 228 
ِْفِْ ُللاْ َقَلَخاَمْ َنْمُتْكََْ َْناْ َُّنَلَْ  لَِيََلَوْ ,ٍءْوُر ُقْ ََةثَلثْ َّنِهِسُف َْنِابْ َنْصَبَر َت َُْ ُتقَّل َتُمْلاَو
ْ ِللِابْ َّنِمْؤ َُْ َّنُْك ْنِاْ َّنِهِماَحَْراْْنِاْ َكِلذْ ِفِْ َّنِى دَرِبْ  قَحَاْ َّنُه َُتلْوُع ُبَوْ ,ِرِخْلاْ ِمْو َيْلاَو
ِْفْوُرْعَمْلِابْ َّنِهْيَلَعْ ْيِذَّلاْ ُلْثِمْ َُّنَلََوْ ,اًحَلاْصِاْ اْوُدَاَراَْْوُْللاَوْ ,ٌةَجَرَدْ َّنِهْيَلَعْ ِلاَج رِل
ٌْمْيِكَحٌز َِْزَع 
Artinya:  
Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri 
(menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan 
apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman 
kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak 
merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para (para 
suami) menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempunyai 
hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang 
makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkat 
kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.”13 
3). Surat Al-Baqarah ayat 229  
َْاَّطلَْلاُْقَْْْمَّرِْنَُْْْفِاْْمَْسٌْكاَِْْبْْعُْْرْوٍْفَْْاْْْوَُْْسَِْْْرٌْحِْْْبِاْْحَْسٍْناَْوْ ,َْلَِْيَ ْلَْْلُْكْْمَْْاْْنْ
َُْْْاُْخُْذْْوَِّماْآَاَْ ُْْْيُتُْمْْوُْىَّْنَْْشْْْيًْاِاَّْْلَاْْنََْْيَْفاَْااَّْلَُِْْْقْيَْمُْحاُْدْوَْدَْللاَْفْ ,ِْاْْنِْْخْْْفُتْْمَْْاَّْلَُِْْْقْيَْمُْحاُْدْْوَْدِْللاْ
َْفَْلاُْجَْنَْحاَْْعَْْلْيِْهَْمِْفاْْيَْمْْ فااَْتَْدْْتِْْبُِْْ ,وْْلَْكُْْحُْدْْوَْدِْللاَْْفَْلاَْ ُْْْعَتُْدْْوَْىَْوْ,اَْمْْنَْْ ََْ تَْعَّْدُْحُْدْْوَْدِْللاْ
َْفُْأِْئلوَْكُْْىُْمّْْظلاِْلُْمْْوَْن.ْ
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  Ibid., hlm. 36 
  
 
13
  Ibid.,  
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Artinya:  
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu, boleh rujuk 
lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara 
yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari 
sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau 
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum 
Allah, jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak 
dapat menjalankan hukum-hukum Allah, tidak ada dosa atas 
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istrimu untuk 
menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah 
kamu melanggarnya. Barang siapa yang melaanggar hukum-
hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.”14  
3. Hukum Perceraian  
Dilihat dari kemaslahatan dan kemudharatannya, hukum talah dibagi 
menjadi
15
 :  
a. Wajib 
Perceraian dapat dijatuhi hukum wajib apabila, sudah adanya 
upaya perdamaian yang dilakukan dua orang hakim ataupun wali 
dari seorang istri dan suami, tetapi karena perselisihan yang terus 
menerus terjadi hingga pada akhirnya perceraian menjadi salusi 
terbaik untuk menghentikan permasalahan dengan jalan bercerai.  
Dan juga cerainya orang yang bersumpah ila’ (tidak melakukan 
hubungan dengan istrinya) setelah menunggu iddah (masa tunggu) 
habis, atau mencapai empat bulan lamanya.
16
 Sebagaimana firman 
Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 226-227:  
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  Ibid.,  
 
 15  Ibid., hlm. 64 
 
16
  Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,  Fiqih 
Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 259 
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ِْْلَّلِْذََْْْنَْْفْ ,ٍرُهْشَأْ ِةَع َبَْراْ ُص بَر َُْ ْمِِهئْ آَسِنْ ْنِمْ َنْوُلْؤ َُِْاْْنَْْفُْءآَْفوِْاَّْنَْْللاَْْغُْفْْوٌْرَّْْرِْحْْيٌْمْ
(222ٌْمْيِلَعٌْعْي َِس َْللاَّْنَِافَْقَلاَّطلااوُمَزَعْْنِاَوْ)(227)ْْ
Artinya:  
 "Kepada orang-orang yang meng-ila’ istrinya diberi tangguh 
empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada 
istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang” (226) “Dan jika mereka bertetap hati untuk 
menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui” (227)17 
 
b. Haram  
Adapun hukum cerai menjadi haram yaitu apabila ikrar talak 
dilakukan dengan sebab dan alasan yang jelas.
18
 Adapula haram 
menurut keadaan yaitu ketika istri dalam keadaan haid dan istri dalam 
keadaan suci yang mana telah melakukan hubungan badan dalam 
keadaan suci tersebut.
19
 Yang mana dijelaskan pula dalam sabda 
Rasulallah SAW 
ُْْمُْْرهَْْ فْْلُْ يَْرِْجْ اْْعَْهَُّثْ اِْْْلُيْْمِْسْْكَْهَْحْ اَّْتَُْْْْطُْهَْرَْْكَسَْماْ َءاَشْ ْنِاَُّْثْ َرُهْطََُُّْثَْضْيَِتََُّْث
ُْدْع َبَّلاْ ُة َّدِعْلاَْكْلَِتفْ َّسََيَْْنَاَْلْب َقَْقََّلطْ َءاَشِْناَوِْْتَْْاَْْمَرُْللاَْْاْْنَُُْْْطَّلَْقََْْلََّنلااَْسُْءاْْهاور(
)ملسموْىراخبلا 
Artinya:  
                                                                                                                                                               
 
 
17
  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , ….., hlm. 36 
 
 18  Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), hlm. 14  
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  Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 2, ….., hlm. 65 
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“Suruhlah olehmu anakmu supaya dia rujuk (kembali) kepada 
istrinya itu, kemudian hendaklah dia teruskan pernikahan itu 
hingga ia suci dari haid, kemudian ia haid kembali, kemudian 
suci pula dari haid yang kedua itu. Kemudian jika ia 
menghendaki, ceraikan ia sebelum dicampuri. Demikian iddah 
yang diperintahkan Allah supaya perempuan ditalak ketika itu. 
(H.R. Bukhari dan Muslim)
20
 
 
c. Sunnah  
Adapun hukum cerai menjadi sunnah apabila suami sudah tidak 
sanggup menafkahi dan menanggung kehidupan istrinya atau 
seorang istri tidak mampu menjaga kehormatan dirinya maupun 
keluarganya.
21
 
Adapun alasan yang lain yang melatar belakangi perceraian itu 
menjadi sunnah yaitu talak yang didasari karena ketidak sukaan 
suami atas sifat istrinya yang memiliki kebiasaan yang buruk yang 
mana hal tersebut adalah keadaan bahwa seorang istri yang sudah 
tidak menyukai suaminya seperti awal pernikahan dan hal itu yang 
menjadikan sang suami tidak tahan lagi untuk hidup bersama lagi, 
tetapi keadaannya tidak selalu seperti itu dan masih ada dasar cinta 
untuk mempertahankan rumah tangga. Karena hal itu Rasulallah 
SAW. telah mengisyaratkan dengan sabdanya yang artinya “Wanita 
yang baik seperti burung gagak yang putih kedua sayapdan kedua 
kakinya”.22  
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  Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986), hlm. 402  
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  Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,  Fiqih 
Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak, ….., hlm. 258 
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d. Makruh  
Adapun perceraian dikatakan makruh adalah jika seorang suami 
menjatuhkan talak kepada istrinya dengan sebab dan alasan yang 
tidak jelas, seperti keadaan rumah tangga yang berada dalam kondisi 
baik-baik saja tidak ada masalah rumah tangga sama sekali dan 
istrinya dalam keadaan baik dalam melakukan tanggung jawabnya 
sebagai seorang istri dan sang istri juga bisa menjaga kehormatan 
dirinya maupun keluarganya dengan baik.
23
  
e. Mubah  
Cerai dalam hukum mubah sendiri yaitu jika seorang suami 
memiliki keinginan menceraikan istrinya atau jika sang istri selalu 
membangkang pada suaminya, sang istri memiliki kebiasaan yang 
bisa merugikan dan pergaulan sang istriyang berdampak buruk bagi 
keutuhan rumah tangganya. Dengan hal tersebut membuat sang 
suami tidak bisa menahan sabar. Serta dalam keadaan suami lemah 
nafsu untuk berhubungan badan dengan istrinya yang sudah tidak 
lagi sesubur dulu.
24
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4. Macam-Macam Perceraian  
Adapun macam-macam talak baik cerai talak maupun cerai gugat yang 
telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun yang telah dibahas dalam UU No. 1 
Tahun 1974 maupun PP No. 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:  
a. Cerai berdasarkan Talak  
Cerai berdasarkan talak ini merupakan salah satu sebab yang 
menjadi putusnya suatu hubungan pernikahan. Yang dimana ikrar 
talak di ikrarkan dihadapan hakim yang bertujuan untuk memutuskan 
hubungan antara suami maupun istri.
25
 
Dilihat dari segi berat ringannya akibat talak, talak bisa 
dibedakan menjadi dua, yaitu:  
1) Talak Raj’i  
yaitu talak yang dijatuhkan atas suami pada istrinya  
yang mana bukan talak yang dijatuhkan tiga kali. Dan dari 
hal tersebut suami bisa kembali kepada istrinya tanpa 
melakukan akad nikah yang baru. Talak Raj’i ini juga bisa 
dinamai dengan talak satu dan talak dua.
26
 Dalam syari’at 
islam, talak raj’i dibagi menjadi dua bentuk yaitu: talak 
satu, talak dua dengan uang tebusan itu sendiri (iwadl). 
Akan tetapi, jika terjadi talak raj’i yang berupa talak satu, 
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talak dua dengan tidak membayar uang tebusan (iwadl) juga 
istri dalam kondisi belum diajak berhubungan suami istri. 
2). Talak Ba’in  
yaitu talak yang mana apabila seorang suami 
menjatuhkan talak maka sang suami tidak bisa melakukan 
rujuk kepada suaminya, kecuali dengan perkawinan baru 
walaupun dalam masa iddah, seperti talak seorang istri yang 
belum melakukan hubungan badan dengan suaminya.
27
 
Adapun penjelasan lain dari talak ini adalah apabila terjadi 
sehubungan dengan adanya syiqaq maka hal yang harus 
diarahkan kepada suami dan istri adalah mendatangkan 
hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak, seperti yang 
telah Allah SWT firmankan dalam Surat An-Nisa ayat 35:  
َْ بْ َقاَقِشْ ْمُتْفِخْ ْنِاَوْْ يَْنِْهَْماَْْفْْ باَْْعُثَْحاوَْكًْم ْمْ اْْنَْْاْْىِْلِْوَْوْ,َْحَْكًْم ْمْ اْْنَْْاْْىِْلَْهِْاْ آْْنْ
ََُِْْْْرَْدِْاْآْْصًْحلُْ َْاَْْو فِْقُْْللاَْْ بْْ يَْ نُْهَْمِْاْ,آَّْنَْْللاَْْْكَْناَْْعِْْلْيًْمَْخْاِْبْْ يًْرْاْ
Artinya:  
“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga 
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika 
kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 
niscahya Allah member taufik kepada suami-istri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal.”28  
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 Dari penjelasan diatas, adapun macam talak ba’in 
dibagi menjadi dua, yaitu  
a). Ba’in Sughra adalah talak yang mana dapat memutuskan 
sebuah hubungan suami istri jika talak sudah dijatuhkan 
suami pada istrinya. Dari hal tersebut sang istri bebas 
untuk memilih setelah masa iddahnya habis. Dan 
apabila sang suami ingin rujuk kembali dengan sang 
istri, maka harus dilakukan lagi akad pernikahan yang 
baru.
29
 
b). Ba’in Kubro adalah dimana talak yang dijatuhkan atas 
suami kepada istrinya sudah tidak bisa dirujuk kembali. 
Rujuk dapat dilakukan apabila sang suami ataupun istri 
sudah melakukan perkawinan yang baru, dan dari 
pernikahan baru tersebut terjadi perceraian kembali, 
maka sang suami dan istri dapat melangsungkan 
kehidupan rumah tangga kembali.
30
 Seperti yang telah 
dijelaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al-Baqarah 
ayat 230:  
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َْْفِاْْنَْْطَّلَْقَْهَْفْاَْلاَِْتَْ ْلَْْلُْوِْمْ,ْْنَْْ بْْعُْدَْْحَّْتَْ ُْْْنِْكَْحَْْْزْوًْجَْغْاْْ يَُْْرهَْفْ,ِْاْْنَّْطَْقلَْهْا
َْفَْلاُْجَْْنَْحاَْْعَْْلْيِْهَْمَْاْآْْنَْْ ََْ تَْرَْجْاَْعِْاْآْْنَْْظَّنَْاْآْْنَُِْْْْقْيَْمُْحاُْدْْوَْْدِْللْاَْوْ,ُِْْْلَْكْ
ُْحُْدْْْوَْْدْللاُْْ ََْ ب ْ يُْ نَْهِْلْاَْقْْوٍْمَْْ َْْعَْلُْمْْوَْن.ْ
 Artinya:  
“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak 
yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal 
baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. 
Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, 
maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 
pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya 
berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum 
Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya 
kepada kaum yang (mau) mengetahui”  
 
B. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian  
Adapun tujuan dari UU No 1 Tahun 1974 sendiri adalah melaksanakan 
terjadinya kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan aturan, baik Negara 
maupun agama yang telah dirincikan dengan sedemikian rupa. Tidak hanya 
tentang pernikahan namun juga tentang perceraian yang menjadi sebuah putusnya 
sebuah ikatan Pernikahan yang berlandaskan cinta, kasih dan sayang. Yang 
kemudian dari UU No 1 Tahun 1974 tersebut dirincikan lagi dengan adanya PP 
No 9 Tahun 1975. Yang dari Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah 
tersebut adalah sebagai pelaksanaan dari dasar Pancasila demi terlaksanakannya 
hukum nasiaonal yang baik.
31
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Dalam tatanan hukum, sebuah perceraian tidak terjadi dengan sendirinya 
namun dalam aturan Indonesia yang menjelaskan bahwa perceraian harus 
dilakukan di hadapan hakim, yang mana hakim adalah orang yang berhak 
memutuskan apakah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan yang 
kemudian ditindak lanjuti dengan prosedur-prosedur yang harus sesuai dengan 
hukum.
32
 
Dalam PP No 9 Tahun 1975 pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 juga telah 
menjelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila didasari dengan alasan-
alasan logis yang dapat diterima hakim untuk diputus, dan dari alasan tersebut 
merupakan alasan yang mendasari kenapa perceraian itu terjadi dan apa yang 
mendasari perceraian itu adalah sebuah keputusan terbaik dalam menyelesaikan 
sebuah permasalahan dalam rumah tangga. Kemudian dengan alasan tersebut 
perceraian tersebut kemudian dapat ditindak lanjuti oleh hakim.
33
 
Dapat ditegaskan bahwa pengertian alasan perceraian adalah alasan yang 
mendasari atau sebuah dasar bukti untuk memperkuat sebuah tuduhan dan 
tuntutan yang dapat diajukan di Pengadilan Agama setempat untuk melaksanakan 
sebuah perceraian.
34
 
Dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan, bahwa suatu perkawinan dapat 
putus karena :  
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1. Kematian. 
2. Perceraian. 
3. Atas keputusan pengadilan35. 
Adapun penjelasan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah sebagai 
berikut:  
1. Kematian 
Dengan terjadinya kematian ikatan suami istri akan putus secara 
sendirinya. Sehingga pihak yang masih hidup bisa melakukan 
pernikahan kembali jika segala persyaratan dan ketentuan yang 
dianjurkan sudah terpenuhi semua.
36
  
2. Perceraian  
Perceraian disini merupakan sebab putusnya sebuah perkawinan, adapun 
penjelasannya perkawinan dibagi menjadi beberapa pengertian 
pengertian, antara lain :  
a. Cerai Gugat  
Cerai guat sendiri adalah putusnya sebuah perkawinan yang 
mana diajukan atas istri kepada suaminya, yang kemudian gugatan 
tersebut ditindak lanjuti oleh hakim yang kemudian diputus disertai 
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dengan alasan-alasan yang logis yang menjadi dasar cerai gugat itu 
terjadi.
37
 
b. Cerai Talak 
Cerai talak adalah putusnya suatu hubungan perkawinan yang 
mana dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang kemudian 
diputus oleh seorang hakim. Dari hal tersebut terucapnya ikrar talak 
yang diucapkan seorang suami kepada istrinya dihadapan seorang 
hakim.
38
   
c. Syiqaq  
Syiqaq adalah suatu perselisihan yang terjadi antara suami istri 
yang awalnya bermula dari Nusyus (pembangkanga) yang dilakukan 
istri terhadap suaminya yang kemudian dari hal tersebut timbullah 
pertengkaran dan konflik yang terjadi baik yang bersifat sepele 
sampai dengan konflik tingkat tinggi yang mana konflik yang terjadi 
karena konflik mendasar seperti suami atau istri murtad dan 
terjadinya perselingkuhan yang dilakukan suami atau istri.
39
 Dalam 
Al- Quran surat An-Nisa ayat 35 Allah SWT berfirman:  
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ِْاَوْْنِْْخْْْفُتْْمِْْشَْقَْقاَْْ بْْ يَْ نُْهَْمَافْاْْْ بَْعُْ ثْْوَْحْاَْكًْم ْمْاْْنَْْاْْىِْلَْوْوَْحَْكًْمِْمْاْْنَْْاْْىِْلَْهِْاْ,اْْنََُِْْْْْرَْدِْاْآْْصَْلاْ
ًْح ْ َْاَْْو فِْقُْْللاَْْ بْْ يَْ نُْهَْمِْاْ,اَّْنَْْللاَْْْكَْنْاَْْعِْْلْيًْمَْخْاِْبْْ يًْرْ.اْ
Artinya:  
 “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscahya Allah member taufik 
kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal.”40 
 
Maksud dari ayat tersebut yang menyebutkan bahwa ada dua 
hakam, yang mana maksud hakam itu adalah wali dari dari suami 
yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan hakam 
yang kedua adalah hakam yang memiliki kuasa penuh atas 
penyelesaian permasalahan yang terjadi pada suami dan istri. Dan 
yang memiliki kewenangan penuh disini adalah hakim yang berada 
di bawah naungan Pengadilan Agama.
41
 
d. Khulu’  
Khulu’ adalah talak yang diucapkan oleh seorang suami yang 
mana pembayarannya dilakukan oleh pihak istri kepada suaminya. 
Arti lain adalah talak atas dasar kemauan seorang istri yang mana 
istri sudah memendam sakit hati terhadap suaminya dan sang istri 
sudah terlalu banyak disakiti, yang mana talak tersebut tetap 
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40 
 
 
diikrarkan oleh seorang suami namun uang tebusan dibayarkan oleh 
pihak istri.  
Khulu’ ini juga telah dijelaaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 
229:  
اْاَِّمْاْوُذُخَْْأَُْْناْْمُكَلْ لَِيََْلَو...َُْْْ ََّلاَْافَْاَيَْْناْ َّل ِْا ًْأْيَشْ َّنُىْْوُمُتْي َُِْْقْيَْمُْحْاُْدْْوَْدِْْللاْ,
َْْفِاْْنِْْخْْْفُتْْمَْْاَّْلَُِْْْْقْيَْمُْحْاُْدْْوَْدِْْللاَْْفَْلاُْجَْْنَْحاَْْعَْْلْيِْهَْمِْفْاْْيَْمْْ فاْاَْتَْدْْتِْْبِْو..., 
 
Artinya:  
“...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang 
telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya 
khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika 
kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas 
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus 
dirinya...”42 
 
Penjelasan dari ayat diatas adalah seorang suami tidak 
diperbolehkan untuk mengambil uang mahar yang telah diberikan 
kepada istrinya, kecuali suami maupun istri khawatir tidak dapat 
melakukan hukum yang telah Allah tentukan. Yang dari hal tersebut 
tidak ada yang dapat menghalangi mereka bercerai dengan tebusan 
yang dilakukan oleh seorang istri. Dan dari hal tersebut suami yang 
telah menjatuhkan talak kepada istrinya, maka keduanya tidak dapat 
rujuk kembali dan dilarang menambah talak sewaktu iddah. Namun 
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dari hal tersebut apabila suami maupun istri ingin kembali maka 
harus dengan adanya akad yang baru.
43
 
e. Fasakh  
Fasakh adalah suatu pembatalan atau rusaknya suatu perkawinan 
yang telah berlangsung. Pembatalan tersebut terjadi karena adanya 
sesuatu hal yang dapat membatalkan sebuah pernikahan yang mana 
baru terlihat setelah perkawinan tersebut terjadi.
44
 
f. Fahisah  
Fahisah sendiri adalah keadaan dimana seorang istri memiliki 
tabiat yang buruk, seperti tidak dapat menjaga kehormatan dirinya 
maupun keluarganya. Fahisah sendiri juga bisa dihubungkan sebagai 
penyelewengan dalam tindakan yang berkenaan dengan perzinaan. 
Adapula kebiasaan-kebiasaan yang dapat menimbulkan keburukan 
bagi dirinya maupun keluarganya seperti mabuk-mabukan, 
homoseksual dan sejenisnya.
45
  
Dari hal tersebut sang suami berhak mendatangkan empat orang 
saksi yang adil dan benar-benar mengetahui tentang hal yang 
berkenaan dan untuk membuktikan apakah hal tersebut benar terjadi 
ataukah hanya tuduhan sang suami saja. Jika hal tersebut benar 
adanya maka sang suami berhak untuk mengurung istrinya didalam 
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rumah sampai ia sadar, dan apabila sang istri sadar akan 
kesalahannya maka sang istri dapat di bebaskan.
46
 Dari hal tersebut 
Allah SWT juga telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 15:  
ْ َْأَْ ِْتَّلاَوْاْوُدِهَشْ ْنَِافْ ,ْمُكْن مْ ًةَع َبَْراْ َّنِهْيَلَعْ اْوُدِهْشَتْسَافْ ْمُكِئْ آَس نْ نِمْ ًةَشِحَفْلاْ َْيْ
ُِ
.ًلاْيِبَسَُّْنَلَُْللاَْلَعَْيََْْواُْتْوَمْلااَّْنُهَّ فَْو َت ََّْتَحِْتْو ُي ُبْلاِْفَِّْنُىْوُكِسْمََأفْ
Artinya:  
“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, 
hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang 
menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah member 
persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam 
rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah member 
jalan lain kepadanya.”47 
 
g. Ta’lik Talak 
Menurut bahasa adalah penggantungan talak. Menurut istilah 
fiqih ta’lik talak merupakan talak yang diucapkan yang man ucapan 
tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat talak yang 
akan dijatuhkan. Ta’lik sendiri adalah lafal yang diucapkan sebagai 
syarat untuk memutus sebuah ikatan perkawinan jika belakunya 
sesuatu yang bertentangan dengan ta’lik tersebut. Menurut 
Sudarsono menjelaskan bahwa ta’lik talak merupakan suatu talak 
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yang digantungkan terjadinya peristiwa tertentu sesuai dengan 
perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan istri.
48
  
Ta’lik talak ini sudah biasa diperjanjikan dalam sebuah 
hubungan perkawinan, yang mana perjanjian ini diucapkan setelah 
dilaksanakannya ijab qabul yang mana perjanjian itu sendiri 
berkaitan dengan perjanjian suami yang bersedia dalam segala upaya 
untuk mendampingi dan menerima sang istri apa adanya. Apabila 
perjanjian itu dilanggar oleh sang suami, maka sang suami wajib 
membayar iwad pelanggaran perjanjian tersebut kepada lembaga 
yang berwenang.
49
  
h. Ila’  
Ila’ menurut syara’ adalah sumpah yang mana dilakukan oleh 
suami terhadap istrinya untuk tidak melakukan hubungan badan 
yang mana dalam jangka waktu lebih dari empat bulan atau tanpa 
menyebutkan jangka waktu. Islam juga menjelaskan bahwa sebelum 
sebuah talak dijatuhkan suami kepada istrinya maka ila’ merupakan 
sebuah cara agar suami istri mengambil pelajaran untuk tidak 
mengulangi hal yang sama, dengan tujuan agar hubungan suami istri 
tetap terjalin dengan baik. Dan dari ila itu sendiri juga bertujuan 
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untuk sang suami agar tidak gegabah menjatuhkan talaknya kepada 
istrinya.
50
 
Adapun upaya bersatunya kembali suami istri setelah terjadinya 
ila’ terbagi menjadi tiga pendapat51, yaitu:  
1) Kembali melakukan hubungan badan dengan istri, dengan 
hal tersebut maka secara tidak langsung sumpah tersebut 
akan tercabut. Apabila jangka waktu empat bulan seorang 
suami tidak melakukan hubungan suami badan dengan 
istrinya maka akan jatuh talak ba’in dengan sendirinya.  
2) Kembali melakukan hubungan badan dengan istrinya 
apabila tidak ada halangan. Namun jika ada halangan yang 
terjadi antara keduanya maka boleh dilakukan dengan lisan 
atau dengan niat saja.  
3) Cukup kembali dengan lisan, baik ketika terjadi halangan 
maupun tidak terjadi halangan.  
i. Zhihar  
Zhihar adalah yang mana seorang suami yang menganggap 
bahwa istrinya adalah ibunya atau seseorang yang haram untuk 
dikawini oleh seorang lelaki. Dan apabila seorang laki-laki 
mengatakan kata-kata yang berkenaan dengan zihar maka seorang 
suami wajib membayar kifarat, dan diharamkannya hubungan badan 
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antara suami istri tersebut sebelum sang suami membayar kifarat 
tersebut.
52
 
Adapun kifarat yang wajib dilaksanakan oleh sang suami yang 
melakukan zihar adalah
53
:  
1) Memerdekakan hamba sahaya 
2) Jika tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka hal 
tersebut bisa diganti dengan melakukan puasa dua bulan 
berturut-turut 
3) Jika puasa juga tidak mampu dilakukan, maka diganti 
dengan member makan 60 orang miskin, yang mana 
setiap orangnya diberikan ¾ liter beras gandum atau 
sejenisnya.  
j. Li’an  
Li’an sendiri merupakan perbuatan suami yang mana menuduh 
istrinya melakukan perzinaan, sedangkan tidak ada saksi yang cukup 
kuat untuk membuktikan bahwa sang istri benar-benar melakukan 
perzinaan. Jika tuduhan tersebut tidak benar maka sang suami berhak 
didera 80 kali. 
54
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Soemiyati menjelaskan bahwa dalam hukum perkawinan Islam, 
li’an dapat mengakibatkan putusnya sebuah ikatan suami dan istri. 
Dan proses pelaksanaan  perceraian li’an dijelaskan sebagai berikut:  
1) Suami yang menuduh istrinya melakukan sebuah perzinaan 
dengan lelaki lain maka suami harus mengajukan saksi yang 
dirasa cukup untuk membukitikan perzinaan tersebut.  
2) Namun jika sang suami tidak dapat mendatangkan saksi, 
supaya suami tidak terkena hukuman menuduh zina, maka 
sang suami harus mengucapkan sumpah sebanyak lima kali, 
yang mana empat kali kali dari sumpah tersebut adalah 
adalah menyatakan bahwa tuduhannya benar, dan sumpah 
kelima menyatakan bahwa suami sanggup menerima lakna 
dari Tuhan apabila tuduhan tersebut tidak benar.  
3) Untuk membebaskan tuduhan seorang istri yang tertuduh, 
maka istri juga harus bersumpah bahwa yang dituduhkan 
oleh sang suami itu tidak benar, dan apabila istri berdusta 
dan tuduhan sang suami benar akan   sumpah tersebut, maka 
sang istri juga harus bersiap untuk menerima laknat dari 
Tuhan 
47 
 
 
4) Akibat dari sumpah tersebut istri dapat terbebas dari 
tuduhan suaminya, tetapi hubungan perkawinannya menjadi 
teputus.
55
 
k. Murtad  
Murtad disini telah dijelaskan oleh Syaik Hasan Ayyub secara 
gamblang yaitu apabila salah seorang suami maupun istri murtad 
sebelum melakukan hubungan badan, maka nikah dapat terkena 
fasakh. Namun jika kemurtadan tersebut dilakukan setelah hubungan 
suami istri maka terdapat dua pendapat. Satu pendapat mengatakan 
bahwa terjadi perpisahan. Yang mana hal tersebut juga merupakan 
pendapat dari Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Pendapat yang lain 
menyatakan bahwa perpisahan tersebut ditunda hingga berakhirnya 
masa tunggu sang istri (iddah).
56
 
Namun jika kemurtatan suami istri tersebut kembali lagi masuk 
Islam sebelum masa tunggu istri berakhir maka hubungan 
perkawinan tetap akan terjalin dengan baik. Dan jika tidak masuk 
Islam kembali sampai akhir masa tunggu istri, maka perpisahan itu 
terjadi sejak sang suami menyatakan kalau ia keluar dari Islam. Hal 
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ini dikemukakan dari mazhab Syafi’i, riwayat dari Ahmad dan Daud 
Azh-Zhahiri.
57
 
3. Atas Keputusan Pengadilan  
Pada hakikatnya, alasan pembatalan-pembatalan perkawinan ini 
terjadi karena telah melanggar larangan perkawinan itu sendiri.
58
 
Pembatalan perkawinan itu sendiri terdiri dari tiga hal
59
, yaitu: 
1) Batal dengan sendirinya, sejak diketahui. Adapun alasan-
alasannya adalah sebagai berikut:  
a) Seorang suami melakukan poligami yang mana lebih dari 
empat orang istri.  
b) Suami menikahi seorang istri yang telah di li’an (dituduh) 
c) Suami menikahi wanita yang ditalak tiga tanpa lebih 
dahulu dinikahi pria lain 
d) Diantara keduanya masih ada ikatan darah (nasab), 
semenda dan sepersusuan
60
 
e) Istri adalah saudara kandung, bibi atau keponakan istri-
istri atau istri-istrinya
61
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2) Dapat dibatalkan atau diperbaharui, adapun alasannya adalah 
sebagai berikut:  
a) Perkawinan dilakukan bukan di depan pegawai pencatat 
yang berwenang  
b) Wali nikah tidak sah 
c) Tidak dihadiri oleh duaorang saksi 
d) Seorang suami poligami tanpa izin pengadilan  
e) Perempuan yang dinikahi ternyata masih menjadi istri pria 
lain yang maqfud  
f) Perempuan yang dikawini masih dalam masa iddah pria lain 
g) Perkawinan yang melanggar batas umur minimum UU No 1 
Tahun 1974 
h) Perkawinan tanpa wali atau oleh wali yang tidak berhak 
i) Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan62 
3) Dapat batal dalam jangka waktu tertentu, adapun alasan-
alasannya adalah sebagai berikut:  
a) Apabila perkawinan dilangsungkan dengan ancaman 
b) Apabila salah satu pasangan salah sangka mengenai 
pasangannya.
63
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C. Dasar Pertimbangan Hakim Memutuskan sebuah Perkara 
Adapun salah satu prinsip dalam asas-asas perkawinan adalah mempersulit 
perceraian. Maksud dari mempersulit disini adalah harus disertainya alasan yang 
tepat dan logis untuk dijadikan sebagai sebuah alasan dalam perceraian, karena 
dari alasan tersebut hakim dapat mempertimbangkan dan akhirnya memutuskan 
sebuah perceraian.
64
 
Adapun hal-hal yang dapat mempersukar sebuah perceraian adalah sebagai 
berikut:  
1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak 
2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 
suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami dan istri 
3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan 
perundang-undangan tersendiri
65
  
Sedangkan alasan-alasan yang dapat menyebabkan sebuah perceraian yang 
telah dijelaskan dalam hukum positif,
66
 yaitu sebagai berikut:  
1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 
dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan  
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Disini zina sendiri merupakan salah satu alasan yang kuat untuk 
mengajukan sebuah perceraian. yang mana perzinaan itu sendiri 
merupakan sebuah penghianatan yang dilakukan oleh salah satu pihak 
terhadap pihak yang lain, dengan hal itu juga dapat mempengaruhi 
jalannya sebuah hubungan rumah tangga. Yang mana tidak aka nada lagi 
keharmonisan karena kepercayaan yang diberikan sudah dihianati.
67
 
 Selain zina alasan lain yang dapat digunakan untuk pengajuan 
perceraian adalah pemabuk, penjudi dan yang lainnya. Yang mana dari 
hal tersebut dapat menimbulkan banyak keburukan yang mana tidak 
hanya dialami oleh salah satu pihak namun kedua belah pihak. Dengan 
hal itu maka mabuk, penjudi dan sebangsanya dapat dijadikan alasan 
untuk diajukannya sebuah perceraian.
68
 
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 
di luar kemampuannya 
 Dalam hal ini jangka waktu meninggalkan salah satu pihak tanpa 
izin dan tanpa alasan yang jelas dapat dijadikan sebagai alasan untuk 
mengajukan permohonan perceraian. Dalam hukum perdata juga telah 
dijelaskan bahwa jangka waktu untuk meninggalkan salah satu pihak 
adalah paling lama yaitu lima tahun.
69
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  Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian, ….., hlm. 182 
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  Ibid., hlm.  184    
 
 
69
  Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, 
(Bandung: Remaja Rosdakaya, 1991), hlm. 196 
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 Dari hal ini apabila kepergian tersebut disertai dengan kata pamit 
atau izin dari salah satu pihak atau berkaitan dengan mencari nafkah 
atau hal lain yang akan terjadi pada masa yang akan datang maka sebab 
sebab kepergian ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk 
memohon sebuah perceraian.
70
 
 Namun yang menjadi permasalahan adalah apabila dari awal 
kepergian salah satu pihak itu hanya untuk meninggalkan tanggung 
jawabnya didalam kehidupan rumah tangga atau kepergiannya tersebut 
adalah untuk menghindari permasalahan yang dapat menimbulkan 
dampak negative bagi dirinya dan keluarga, seperti kepergiannya adalah 
sebagai salah satu bentuk menghindari perilaku kejam yang 
didapatkannya dari pasangannya. Dan dari hal tersebut maka hal ini 
dapat dijadikan alasan sebagai permohonan perceraian.
71
  
3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung 
 Jangka waktu lima tahun sendiri merupakan jangka waktu yang 
lama untuk mempertimbangkan apakah perkawinan dapat dilanjutkan 
atau dapat diputus dengan perceraian. Dan apabila hal tersebut sudah 
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  Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung 
Agung, 1995), hlm. 144  
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  Ibid.,  
 
53 
 
 
jelas dan juga ada bukti berupa lampiran putusan pidana maka 
pengajuan permohonan perceraian dapat dikabulkan.
72
 
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang 
dapat membahayakan pihak lain 
 Alasan ini dapat diajukan oleh pihak yang berwenang untuk 
mengajukan permohonan perceraian apabila disertai dengan bukti visum 
atau bukti yang lain yang dari hal tersebut dapat meyakinkan para hakim 
apakah perceraian dapat diajukan atau tidak. Dan kekejaman disini dapat 
diartikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang dilakukan salah satu 
pihak kepihak yang lain, atau juga perilaku yang dapat menyakiti pihak 
lain baik yang berupa fisik maupun batin. Dengan hal itu menimbulkan 
banyaknya kenegatifan antara keduanya dan cerai merupakan jalan 
keluar satu-satunya.
73
 
5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri 
 Artian cacat disini tidak dapat diartikan secara terbatas, dan disini 
hakim yang akan menimbang apakah perkawinan tersebut dapat diputus 
atau tidak. Namun jika penyakin tersebut adalah penyakit yang tidak 
dapat disembuhkan dan dapat memberikan dampak buruk bagi yang 
lain, seperti penyakit kusta, impotensi dan gila, maka alasan tersebut 
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dapat diajukan sebagai alasan pengajuan permohonan perceraian karena 
dari hal tersebut tujuan pernikahan tidak akan berjalan sebagaimana 
mestinya.
74
 
6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali 
dalam kehidupan rumah tangga 
 Dari hal ini hakim dapat memutuskan sebuah perceraian, karena 
dengan pertengkarang yang terus-menerus tidak akan ada keharmonisan 
yang terjalin. Dan dari pertengkarang ini akan timbul banyak dampak 
buruk terutama bagi sang anak, dan juga suami istri itu sendiri.
75
 
7) Suami melanggar Ta’lik Talak 
 Yang dimaksud melanggar tal’lik Talak sendiri merupakan sebuah 
kejadian dimana  salah satu pihak melanggar perjanjian yang dilakukan 
setelah akad nikah. Yang mana pelanggaran tersebut menimbulkan 
banyak sekali permasalahan yang berdampak buruk bagi keduanya. 
Maka dengan hal tersebut dapat diajukan permohonan perceraian, 
namun pembayaran dilakukan oleh pihak istri atau biasa disebut dengan 
iwadl.
76
 
8) Peralihan agama atau yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan 
dalam rumah tangga 
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 Dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan itu adalah sah 
jika menurut agama yang masing-masing. Berdasarkan hal ini, jika salah 
satu pihak atau keduanya beralih agamanya, maka perkawinan itu dapat 
dibatalkan dengan mengajukan mengajukan gugatan ceraia untuk istri 
atau mengajukan permohonan cerai talak untuk suami.
77
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BAB III  
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DAN 
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN  
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonogiri  
1. Sejarah Pengadilan Agama Wonogiri  
Pengadilan Agama Wonogiri mulai eksis bersamaan dengan lahirnya 
Undang-undang Darurat No 1 Tahun 1951 tentang Pengadilan Agama dan 
Peradilan Desa. Kantor Pengadilan Agama Wonogiri pada saat itu masih 
menyewa salah satu rumah penduduk di Dusun Salak, Desa Giripurwo, 
Kecamatan Wonogiri atau tepatnya sebelah utara Pendopo Rumah Dinas 
Bupati Wonogiri. 
Namun dokumen pembentukan Pengadilan Agama Wonogiri hingga 
sekarang tidak ditemukan  hal ini disebabkan pada tahun 1966 kantor 
Pengadilan Agama Wonogiri dilanda banjir sehingga seluruh arsip yang 
ada termasuk dokumen pembentukan Pengadilan Agama Wonogiri hilang 
hanyut dibawa air. 
Selanjutnya pada tahun 1978 kantor Pengadilan Agama Wonogiri 
pindah ke kantor baru di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 37, Kelurahan 
Wonokarto, Kecamatan Wonogiri yang dibangun atas tanah seluas 968 
meter persegi dengan status hak milik dengan dana DIP Departemen 
Agama RI, kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2008 pindah menempati 
eks kantor Pengadilan Negeri Wonogiri (kantor lama) di jalan Pemuda No. 
1 Wonogiri, Giripurwo, Wonogiri dengan luas tanah 2400 meter persegi 
57 
 
 
yang direhab dengan menggunakan dana DIPA PTA Semarang Tahun 
Anggaran 2007, dan diresmikan penggunaanya oleh ketua Mahkamah 
Agung RI (Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H.,M.CL.) pada tanggal 19 Juni 
2008 bersamaan dengan peresmian 13 Gedung Pengadilan Agama se Jawa 
Tengah yang di pusatkan di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten 
Magelang Jawa Tengah.
1
  
2. Wilayah Yurisdiksi  
Pengadilan Agama Wonogiri terletak di pusat Pemerintahan 
Kabupaten Wonogiri, tepatnya di sebelah barat alun-alun Kabupaten 
Wonogiri dan berbatasan dengan Masjid Agung Taqwa sebelah selatan, 
Kantor Disnaker sebelah barat, Kantor Kecamatan Wonogiri sebelah utara, 
dan alun-alun Kabupaten Wonogiri sebelah timur.  
Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 182.236,02 Ha secara 
geografis terletak pada garis lintang 7 0 32’ sampai 8 0 15’ dan garis bujur 
110 0 41’ sampai 111 0 18’ dengan batas-batas sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kab Sukoharjo dan Kab 
Sebelah  
b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kab Karanganyar dan Kab 
Ponorogo   
c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kab Pacitan dan Samudra 
Indonesia 
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  Pengadilan Agama Wonogiri, http://pa-wonogiri.go.id /index.php? option =com_ 
content&view=article&id, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019, pukul 15.15. WIB 
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d. Sebelah Barat  : berbatasan dengan Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan Kab Klaten  
 
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonogiri  
Sama seperti pengadilan pada umumnya, yang mana selalu memiliki 
Visi dan misi, adapun Visi dari Pengadilan Agama Wonogiri  yaitu  
“Terwujudnya Pengadilan Agama Wonogiri yang mandiri, bermanfaat, 
dan profesional dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang.”  
Adapun misi dari Pengadilan Agama wonogiri itu sendiri meliputi: 
a. Melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara benar, 
profesional, transparan dan akuntabel  
b. Memberikan pelayanan yudisial dan non yudisial secara 
sederhana, cepat, biaya ringan, prima dan berkualitas tinggi 
serta sesuai peraturan/ hukum dan keadilan 
c. Menyelenggarakan managemen peradilan dan managemen 
umum secara modern, efektif, efisien, dan terintegrasi.
2
  
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonogiri 
Sesuai dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang 
Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Tujuan serta tanggung jawab, 
susunan organisasi, dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan 
diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung…”  
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  Pengadilan Agama Wonogiri, http://pa-wonogiri.go.id /index.php? option =com_ 
content&view=article&id, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019, pukul 15.15. WIB 
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Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 
1989, disebutkan bahwa “Susunan Pengadilan Agama terdiri dari seorang 
Ketua dan Wakil Ketua”. Panitera Pengadilan Agama dalam melakukan 
tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera 
Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa Juru Sita 
sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 
1989 pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya secretariat yang dipimpin 
oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris, dan 
terakhir berdasar Peraturan Mahkamah Agung RI No 7 Tahun 2015, 
Nomenklatur yang baru meniadakan Wakil Sekretaris dan Wakil Panitera.
3
  
Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Struktur Organisasi 
Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:  
Ketua  : Drs. Musaddad Zuhdi, M.H. 
Wakil Ketua  : Drs. Moh. Mukti  
Majelis Hakim  : Dra. Hj. Dhurratul Lum’ah, M.H. 
Drs. H. Makali  
Miftahul Huda, S.Ag.  
Drs. Moh. Aries, M.H. 
Dra. Nur Habibah  
Sutrisno, S.Ag., M.H.  
Sekretaris  : Ahmad Nurul Huda, S.H. 
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Kasubag IT dan Pelaporan  : Hj. M. Djamilah, S.H.I.  
Kasubag Kepegawaian  : Anis Fuuadah, S.H.  
Kasubag Umum dan Keuangan  : M. M. Ibrahim, S.H.I.  
Panitera  : H. M. Badruddin, S.H.  
Panitera Muda Permohonan  : H. Subagyo Haryanto, S.H  
Agus Nopriyanto 
Panitera Muda Gugatan  : Hj. Siti Aliman, S.Ag.  
Dwi Riyanti, S. E 
Panitera Muda Hukum  : Kusnan, S.Ag.  
Panitera Pengganti  : Sasmito, S.H.  
Jawandi 
Juru Sita  : Tarmuji, S.H.  
Khomsa Ali Mustofa 
Juru Sita Pengganti  : Abdul Hamid 
Tino
4
  
5. Kewenangan Pengadilan Agama Wonogiri  
semua yang membahas tentang peradilan agama sudah diatur dalam 
Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 
telah dirubah dalam Undang-undang No 3 tahun 2006. Peradilan agama 
merupakan penggerak kekuasaan kehakiman untuk rakyang yang 
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membutuhkan sebuah keadilan yang menganut agama Islam yang 
berkenaan dengan perkara yang telah dimaksudkan undang-undang. 
5
  
Adapun kewenangan peradilan agama yaitu memeriksa, mengadili, 
memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang memeluk 
agama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Adapun maksud dari “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah 
orang atau badan hukum yang tanpa paksaan menganut Islam dan hukum 
Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.
6
 
Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No 3 tahun 
2006 tentang perubahan atas undang-undang No 7 tahun1989 tentang 
Peradilan Agama bahwa setiap Pengadilan Agama memiliki kewenangan.
7
 
Begitu pula dengan Pengadilan Agama Wonogiri, seperti Pengadilan 
Agama yang lain memiliki kewenangan dan kekuasaan perkara yang 
diajukan, kewenangan dan kekuasaan itu terdiri dari:  
a. Kewenangan Absolut  
Adapun yang dimaksud dengan kewenangan absolute adala 
kekuasaan yang berkenaan dengan macam sengketa kekuasaan 
pengadilan dan perkaranya. Pengadilan juga memiliki kekuasaan 
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata 
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  Abdullah Tri Wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2004), hlm. 10  
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  Ibid., hlm. 11  
 
 
7
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yang mana masih berpusat pada orang-orang yang memeluk 
agama Islam.
8
 
Sama halnya dengan Pegadilan Agama di wilayah lain bahwa 
Pengadilan Agama Wonogiri mempunyai kewenangan mutlak 
dalam perkara yang berkenaan dengan perdata yang telah diatur 
dalam pasal 49 undang-undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah 
kedalam undang-undang No 3 tahun 2006 yaitu Pengadilan 
Agama Wonogiri berwenang dalam memeriksa perkara, 
memutuskan perkara dan menyelesaikan sebuah berkara yang 
telah diajukan ke pengadilan. Adapun beberapa perkara yang 
dapat di periksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama 
Wonogiri, yaitu:  
a. Perkawinan  
b. Kewarisan  
c. Wasiat  
d. Hibah  
e. Wakaf  
f. Zakat  
g. Infaq 
h. Sedekah  
i. Ekonomi Syari’ah  
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 Ibid., hlm. 91  
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b. Kewenangan Relatif  
Maksud dari kewenangan relatif adalah semua yang 
berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam lingkup 
peradilan yang telah ditetapkan pada setiap Pengadilan di setiap 
wilayahnya. Dilihat dari kewenangan relative bahwa tidak semua 
perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Wonogiri dapat 
diterima, bahkan untuk mengadili ataupun memeriksa perkara 
tersebut.
9
  
Adapun wilayah-wilayah hukum yang mencakup Pengadilan 
Agama Wonogiri
10
 yaitu:  
Kecamatan Baturetno  Kecamatan Ngadirojo 
Kecamatan Batuwarno  Kecamatan Nguntoronadi  
Kecamatan Bulukerto Kecamatan Paranggupito  
Kecamatan Eromoko  Kecamatan Pracimantoro  
Kecamatan Girimarto  Kecamatan Puhpelem  
Kecamatan Giritontro  Kecamatan Purwantoro  
Kecamatan Giriwoyo Kecamatan Selogiri  
Kecamatan Jatipurno  Kecamatan Sidoharjo  
Kecamatan Jatiroto  Kecamatan Slogohimo 
Kecamatan Jatisrono  Kecamatan Tirtomoyo 
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  Ibid., hlm. 87 
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  Pengadilan Agama Wonogiri, http://pa-wonogiri.go.id /index.php? option =com_ 
content&view=article&id, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019, pukul 15.15. WIB 
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Kecamatan Karang Tengah  Kecamatan Wonogiri  
Kecamatan Kismantoro Kecamatan Wuryantoro 
Kecamatan Manyaran   
 
B. Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Wonogiri11  
Bagi sepasang suami maupun istri yang akan berperkara di Pengadilan 
Agama Wonogiri harus mengajukan gugatan atau permohonan terlebih dahulu 
baik pengajuan gugatan atau permohonan secara lisan atau secara tertulis. Yang 
mana di dalam gugatan tersebut harus mencantumkan identitas baik nama, umur 
dan alamat baik penggugat ataupun tergugat, kemudian dalam gugatan tersebut 
harus berisikan alasan-alasan kenapa melakukan sebuah gugatan tersebut, yang 
mana alasan-alasan tersebut dijadikan sebagai dasar pengajuan gugatan itu sendiri.  
Setelah surat gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Wonogiri, maka 
selanjutnya adalah dilakukannya siding pemeriksaan yang dilakukan oleh para 
hakim sekurang-kurangnya selama 30 hari setelah surat gugatan dan berkas lain 
itu masuk ke dalam pengadilan kemudian didaftarkan di meja kepaniteraan, yang 
mana hal tersebut telah tercantum dalam pasal 68 Undang-Undang No 7 tahun 
1989. Dalam setiap siding pemeriksaan, penggugat atau wakil dan tergugat atau 
wakilnya hadir dalam sebuah persidangan berdasarkan panggilan yang telah 
dilakukan pihak pengadilan kepada tergugat maupun penggugat. 
Apabila dalam pemeriksaan siding tahap pertama penggugat tidak hadir, 
sedangkan tergugat hadir maka gugatan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan 
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  Makali, Hakim Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 
2017 jam 09.00-10.00 WIB 
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gugur atau persidangan ditunda untuk pemanggilan penggugat. Tetapi jika yang 
tidak hadir dalam persidangan adalah pihak tergugat dan pihak penggugat hadir di 
dalam persidangan maka persidangan tersebut dapat diputus secara verstek, karena 
tergugat dinilai telah melepaskan semua haknya atau menunda persidangan untuk 
memanggil tergugat. Dan apabila kedua belah pihak tidak hadir dalam 
persidangan maka siding ditunda dan dilakukan penganggilan ulang untuk para 
penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh pihak pengadilan atau hakim dapat 
memutuskan perkara tersebut gugur, verstek atau perkara dapat diperiksa.  
Pada sidang pemeriksaan pertama, jika penggugat dan tergugat sama-sama 
hadir sebelum pemeriksaan dilakukan, maka hakim harus melakukan sebuah 
perdamaian untuk kedua belah pihak atau yang biasa dinamakan mediasi. Dalam 
sidang perdamaian, suami dan istri harus datang secara pribadi terkecuali jika 
salah seorang pihak beralamatkan luar kota ataupun negeri yang mana tidak dapat 
menghadiri sidang perdamaian tersebut maka pihak tersebut dapat diwakilkan 
kuasanya yang secara khusus yang dilakukan untuk jalannya persidangan 
perdamaian tersebut. Kemudian sebelum sebuah perkara tersebut diputus oleh 
para hakim upaya perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan 
tersebut yang berlangsung. Apabila ditengah-tengah persidangan tersebut terjadi 
sebuah perdamaian, maka perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi berdasarkan 
alasan mendasar yang sama.  
Setelah pengadilan menarik kesimpulan jika kedua belah pihak sudah tidak 
bisa dilakukan upaya damai atau gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, 
maka sidang dilanjutkan ketahap selanjutnya. 
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 Dengan begitu maka proses penyelesaian yang dilakukan di Pengadilan 
Agama Wonogiri sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di 
Pengadilan Agama seluruh Indonesia.  
 
C. Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Wonogiri  
Berdasarkan data dari buku tahunan milik Pengadilan Agama Wonogiri 
yang berkenaan dengan faktor penyebab terjadinya perceraian dalam hal ini ada 
dua perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat, dan adapun faktor-faktor tersebut 
dikelompokan dalam beberapa kelompok yaitu sebagai berikut, dan dari data-data 
perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonogiri yang telah diputus oleh hakim 
pada tahun 201712 adalah:  
1) Data perkara yang diputus pada bulan Januari  
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan januari adalah 
sebanyak 136 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraiannya 
dapat dilihal dengan rincian sebagai berikut
13
: 
Table 1 
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Bulan Januari 
No  Faktor Penyebab Perceraian  Jumlah Perkara  
1 Cemburu  1 
2 Ekonomi 1 
3 Tidak Ada Tanggung Jawab   27 
                                                          
 
12
  Sumber Data Laporan Tahun 2017 Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017 
  
 
13
  Ibid.,  
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4 Dihukum  1 
5 Gangguan Pihak Ketiga  14 
6 Tidak Ada Keharmonisan  91 
 Jumlah  136 
 
2) Data perkara yang diputus Bulan Februari  
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan Februari 
adalah sebanyak 103 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab 
perceraiannya dapat dilihal dengan rincian sebagai berikut
14
: 
Table 2 
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada BulanFebruari 
No  Faktor Penyebab Perceraian  Jumlah Perkara  
1 Ekonomi  2 
2 Tidak Ada Tanggung Jawab  21  
3 Gangguan Pihak Ketiga  7 
4 Tidak Ada Keharmonisan  73 
 Jumlah  103 
 
3) Data perkara yang diputus Bulan Maret  
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan Maret adalah 
sebanyak 135 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraiannya 
dapat dilihal dengan rincian sebagai berikut
15
: 
                                                          
 14  Ibid., 
  
68 
 
 
Tabel 3 
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Bulan Maret 
No Faktor Penyebab Perceraian  Jumlah Perkara  
1 Tidak Ada Tanggung Jawab  39 
2 Cacat Biologis  1 
3 Gangguan Pihak Ketiga 12 
4 Tidak Ada Keharmonisan  82 
5 Lain-lain  1 
 Jumlah  135  
 
4) Data perkara yang diputus Bulan April  
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan April adalah 
sebanyak 135 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraiannya 
dapat dilihal dengan rincian sebagai berikut
16
: 
Tabel 4 
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Bulan April 
No  Faktor Penyebab Perceraian  Jumlah Perkara  
1 Tidak Ada Tanggung Jawab 43 
2 Gangguan Pihak Ketiga  12 
3 Tidak Ada Keharmonisan  80 
 Jumlah  135 
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5) Data perkara yang diputus Bulan Mei  
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan Mei adalah 
sebanyak 101 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraiannya 
dapat dilihal dengan rincian sebagai berikut
17
: 
Tabel 5 
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Bulan Mei 
No  Faktor Penyebab Perceraian  Jumlah Perkara  
1 Cemburu  1 
2 Tidak Ada Tanggung Jawab  29 
3 Gangguan Pihak Ketiga 4 
4 Tidak Ada Keharmonisan  66 
5 Lain-lain  1 
 Jumlah  101 
  
6) Data yang diputus Bulan Juni  
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan Juni adalah 
sebanyak 108 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraiannya 
dapat dilihal dengan rincian sebagai berikut
18
: 
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Tabel 6 
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Bulan Juni  
No  Faktor Penyebab Perceraian Jumlah Perkara  
1 Tidak Ada Tanggung Jawab  33 
2 Gangguan Pihak Ketiga  5 
3 Tidak Ada Keharmonisan 70 
 Jumlah  108 
 
7) Data yang diputus Bulan Juli  
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan Juli adalah 
sebanyak 100 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraiannya 
dapat dilihal dengan rincian sebagai berikut
19
: 
Table 7 
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Bulan Juli 
No  Faktor Penyebab Perceraian  Jumlah Perkara  
1 Ekonomi  1 
2 Tidak Ada Tanggung Jawab  34 
3 Dihukum  1 
4 Gangguan Pihak Ketiga  7 
5 Tidak Ada Keharmonisan  66 
6 Lain-lain  1 
 Jumlah  100 
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8) Data yang diputus Bulan Agustus  
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan Agustus adalah 
sebanyak 190 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab perceraiannya 
dapat dilihal dengan rincian sebagai berikut
20
: 
Table 8 
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Bulan Agustus 
No  Faktor Penyebab Perceraian  Jumlah Perkara  
1 Tidak Ada Tanggung Jawab  69  
2 Dihukum  1 
3 Gangguan Pihak Ketiga  8 
4 Tidak Ada Keharmonisan  110 
 Jumlah  190  
9) Data yang diputus Bulan September  
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan September  
adalah sebanyak 89 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab 
perceraiannya dapat dilihal dengan rincian sebagai berikut
21
: 
Table 9 
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Bulan September  
No  Faktor Penyebab Perceraian  Jumlah Perkara  
1 Tidak Ada Tanggung Jawab  23 
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2 Gangguan Pihak Ketiga  5 
3 Tidak Ada Keharmonisan  61 
 Jumlah  89 
 
10) Data yang diputus Bulan Oktober  
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan Oktober  
adalah sebanyak 148 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab 
perceraiannya dapat dilihal dengan rincian sebagai berikut
22
: 
Table 10  
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Bulan Oktober  
No  Faktor Penyebab Perceraian  Jumlah Perkara  
1 Tidak Ada Tanggung Jawab  39 
2 Dihukum  1 
3 Gangguan Pihak Ketiga  2 
4 Tidak Ada Keharmonisan  105 
 Jumlah  148 
 
11) Data yang diputus Bulan November  
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan November   
adalah sebanyak 92 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab 
perceraiannya dapat dilihal dengan rincian sebagai berikut
23
: 
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Table 11 
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Bulan November  
No  Faktor Penyebab Perceraian  Jumlah Perkara  
1 Ekonomi  1 
2 Tidak Ada Tanggung Jawab  33 
3 Menyakiti Jasmani  1 
4 Tidak Ada Keharmonisan  56  
 Jumlah  92  
 
12) Data yang diputus Bulan Desember  
Jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada bulan Desember   
adalah sebanyak 69 perkara. Sedangkan faktor-faktor penyebab 
perceraiannya dapat dilihal dengan rincian sebagai berikut
24
: 
Table 12  
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Bulan Desember   
No  Faktor Penyebab Perceraian  Jumlah Perceraian  
1 Tidak Ada Tanggung Jawab  26 
2 Menyakiti Mental  1 
3 Tidak Ada Keharmonisan  41 
 Jumlah  69 
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Menurut data yang telah di rinci yang mana di peroleh dari data di 
Pengadilan Agama Wonogiri yang berkenaan dengan faktor-faktor penyebab 
perceraian yang terjadi pada tahun 2017, dengan itu terdapat 1400 perkara yang 
telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Wonogiri.
25
 Adapun faktor-faktor 
penyebab terjadinya perceraiannya dikelompokkan menjadi:  
1. Faktor Moral  
Faktor ini dibagi menjadi 3 faktor yang memiliki perkara berjumlah 2 
perkara, adapun pembagian faktor ini adalah sebagai berikut:  
a. Faktor karena poligami tidak sehat tidak ada perkara yang diputus pada 
tahun ini  
b. Faktor karena krisis akhlak tidak ada perkara yang diputus pada tahun 
ini  
c. Faktor karena cemburu yaitu sebanyak 2 perkara yang telah diputus 
pada tahun ini  
2. Faktor Meninggalkan Kewajiban  
Faktor ini dibagi menjadi 3 faktor yang memiliki perkara berjumlah 421 
perkara, adapun pembagian faktor ini adalah sebagai berikut:  
a. Faktor karena kawin paksa tidak ada yang diputus pada tahun ini 
b. Faktor karena ekonomi yaitu sebanyak 5 perkara yang telah diputus 
pada tahun ini  
c. Faktor karena tidak ada tanggung jawab yaitu sebanyak 416 perkara 
yang telah diputus pada tahun ini 
                                                          
 
25
  Ibid.,    
75 
 
 
3. Faktor Menyakiti Jasmani  
Faktor ini dibagi menjadi 2 faktor yang memiliki perkara berjumlah 2 
perkara, adapun pembagian faktor ini adalah sebagai berikut:  
a. Faktor karena kekejaman jasmani yaitu sebanyak 1 perkara yang telah 
diputus pada tahun ini  
b. Faktor karena kekejaman mental yaitu sebanyak 1 perkara yang telah 
diputus pada tahun ini 
4. Faktor Terus Menerus Berselisih  
Faktor ini dibagi menjadi 3 faktor yang memiliki perkara berjumlah 967 
perkara, adapun pembagian faktor ini adalah sebagai berikut:  
a. Faktor karena politis tidak ada perkara yang diputus pada tahun ini 
b. Faktor karena gangguan pihak ketiga yaitu sebanyak 76 perkara yang 
telah diputus pada tahun ini 
c. Faktor karena tidak ada keharmonisan yaitu sebanyak 891 perkara 
yang telah diputus pada tahun ini  
5. Faktor kawin dibawah umur tidak ada perkara yang diputus pada tahun ini  
6. Faktor karena dihukum yaitu sebanyak 4 perkara yang telah diputus pada 
tahun ini  
7. Faktor karena cacat biologis yaitu sebanyak 1 perkara yang telah diputus 
pada tahun ini  
8. Faktor lain-lain (dalam hal ini adalah murtad) yaitu sebanyak 3 perkara 
yang telah diputus pada tahun ini  
76 
 
 
Melihat faktor-faktor diatas dan melihat jumlah total perkara perceraian 
yang diputus oleh hakim di Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2017, maka 
faktor-faktor yang menyebabkan perceraian jika dianalisis dan diprosentasekan 
adalah sebagai berikut
26
:  
Table 13 
Faktor Penyebab Perceraian di Wonogiri Tahun 2017 
No Faktor Penyebab 
Perceraian 
Jumlah 
Faktor 
Jumlah Total 
Perkara 
Dalam 
Persen 
(%) 
1 Faktor tidak harmonis  891 1400 63.64 % 
2 Faktor tidak tanggung 
jawab  
416 1400 29.71 % 
3 Faktor gangguan pihak 
ketiga  
76 1400 5.42 % 
4 Faktor ekonomi  5 1400 0.35 % 
5 Faktor dihukum  4 1400 0.28 % 
6 Faktor Lain-lain  3 1400 0.21 % 
7 Faktor cemburu  2 1400 0.14 % 
8 Faktor kekerasan jasmani  1 1400 0.07 % 
9 Faktor kekerasan mental  1 1400 0.07 % 
10 Faktor cacat biologis  1 1400 0.07% 
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Dari table di atas maka faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian 
adalah faktor karena tidak harmonis sebanyak 891 perkara dengan prosentase 
63.64 %, faktor tidak tanggung jawab sebanyak 416 perkara dengan prosentase 
29.71 %, faktor gangguan pihak ketiga sebanyak 76 perkara dengan prosentase 
5.42 %, faktor ekonomi sebanyak 5 perkara dengan prosentase 0.35 %, faktor 
dihukum sebanyak 4 perkara dengan prosentase 0.28 %, faktor lain-lain sebanyak 
3 perkara dengan prosentase 0.21 %, faktor cemburu sebanyak 2 perkara dengan 
prosentase 0.14 %, faktor kekerasan jasmani sebanyak 1 perkara dengan 
prosentase sebanyak 0.07 %, faktor kekerasan mental sebanyak 1 perkara dengan 
prosentase sebanyak 0.07 %, faktor cacat biologis sebanyak 1 perkara dengan 
prosentase sebanyak 0.07 % dari jumlah total 1400 perkara perceraian oleh hakim 
di Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2017.  
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BAB IV  
ANALISIS HASIL PENELITIAN  
A. Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian  
Pada hakikatnya hakim selalu memiliki senuah pertimbangan dalam 
memutuskan sebuah perkara dengan sebuah faktor-faktor yang mendasar, yang 
mana putusan seorang hakim telah ditetapkan dalam Undang-undang. Karena 
hakim tidak akan dapat memutuskan sebuah perkara apabila tidak dalam kekuatan 
hukum yang tetap dan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang. Mengenai 
faktor-faktor yang menjadi sebuah dasar pertimbangan hakim di Pengadilan 
Agama Wonogiri dalam memutuskan perkara
1
 adalah sebagai berikut: 
1. Faktor karena tidak ada keharmonisan  
 Keluarga harmonis sendiri merupakan sebuah keluarga yang dapat 
menerima dan memahami kekurangan yang ada pada diri setiap keluarga, 
pula keluarga merupakan keluarga yang saling menghargai dan dapat 
menyelesaikan sebuah problemik keluarga bersama-sama dengan jalan 
penyelesaian dengan baik dan dengan kepala dingin. Namun karena 
banyaknya problematika yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, 
keharmonisan juga dapat memudar karena beberapa permasalahan yang 
timbul.
2
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 Faktor ini pada awalnya disebabkan karena sebuah keselarasan 
antara suami istri yang sudah mulai pudar, seperti sang suami sudah acuh 
dengan apapun yang dikerjakan oleh istrinya, hingga pada akhirnya 
timbullah sebuah perselisihan yang membuat keadaan rumah tangga makin 
renggang. Selain ketidak selarasan yang terjadi antara suami istri, tidak 
harmonisan sebuah rumah tangga disebabkan tidak adanya saling 
keterbukaan yang dilakukan antara suami istri, yang dimaksud 
keterbukaan sendiri adalah menganggap urusan suami adalah hanya urusan 
suami, begitu juga sebaliknya apapun yang dianggap sebagai urusan istri 
hanya istri yang berhak tau dan menyelesaikannya. Dengan hal tersebut 
membuat hak dan kewajiban sebagai suami dan istri sudah tidak berjalan 
sebagaimana mestinya.  
 Tidak adanya keharmonisan disini juga disebabkan karena 
komunikasi yang terjalin antara suami dan istri yang akhirnya menjadikan 
banyaknya kesalahfahaman yang terjadi. Juga terjadi karena tidak adanya 
waktu luang yang disisipkan untuk sekedar makan bersama keluarga 
maupun bermain dengan anak.
3
 
 Adapun ciri-ciri sebuah perkawinan sudah tidak ada keharmonisan 
lagi
4
 adalah sebagai berikut :  
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a. Tidak adanya waktu berkualitas untuk sekedar berbincang, main atau 
menghabiskan waktu dengan keluarga 
b. Sudah tidak adanya kehangatan dan kelembutan yang diciptakan 
didalam keluarga 
c. Sudah tidak ada jalinan rasa kasih sayang maupun yang hadir 
ditengah-tengah keluarga 
Apabila di analisis dari Kompilasi Hukum Islam pasal 113 bahwa 
faktor karena tidak ada keharmonisan ini dapat disimpulkan dengan 
penjelasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan 
dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali 
dalam kehidupan rumah tangga.
5
 
Jika ditarik secara hukum perkawinan Islam maka maka 
kesimpulannya dapat diambil dari syiqaq atau yang dapat diartikan sebagai 
suatu perselisihan yang terjadi antara suami istri yang awalnya bermula 
dari Nusyus (pembangkanga) yang dilakukan istri terhadap suaminya yang 
kemudian dari hal tersebut timbullah pertengkaran dan konflik yang terjadi 
baik yang bersifat sepele sampai dengan konflik tingkat tinggi yang mana 
konflik yang terjadi karena konflik mendasar seperti suami atau istri 
murtad dan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan suami atau istri.
6
 
 
 
                                                          
 
5
  Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan 
Kelembagaan Islam, Depag RI, Kompilasi Hukum Islam, pasal 113, hlm. 56  
 
 
6
  Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, ….., hlm. 111   
 
83 
 
 
2. Faktor karena tidak ada tanggung jawab  
 Faktor ini awalnya disebabkan karena fungsi dari suami dan istri 
tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan hal ini terjadilah tidak 
keselarasan keluarga. Yang mana fungsi suami adalah sebagai kepala 
rumah tangga yang berkewajiban untuk mencari nafkah, menjadi panutan 
dalam sebuah keluarga, pula dengan istri yang berfungsi sebagai 
pendamping seorang suami yang menyiapkan seluruh kebutuhan suami, 
menjaga anak, kehormatan suami maupun keluarganya, istri pula berperan 
penting untuk mengurus kehidupan rumah tangga, baik dari memasak, 
mencuci dan kegiatan lain yang berkenaan dengan rumah yang dari hal 
tersebut juga ada campur tangan suami yang wajib membantu kegiatan 
seorang istri yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan istri. Karena 
fungsi dalam keluarga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya maka 
menimbulkan berbagai permasalahan yang akhirnya timbul dalam 
kehidupan rumah tangga.
7
  
 Faktor ini biasanya disebabkan oleh salah satu pihak yang merasa 
sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan sebuah rumah tangganya 
hingga pada akhirnya memilih untuk pergi atau melarikan diri 
meninggalkan semua hak dan tanggung jawab akan seorang suami atau 
istri dan juga membina sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah dan 
rahmah. Dengan tujuan rumah tangga yang sudah tidak dapat dijalankan 
dengan baik maka sala satu pihak memilih pergi, pergi ini juga dapat 
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diartikan sebagai pergi untuk menghindari sebuah perselisihan yang akan 
terulang kembali dengan dampak buruk yang bisa saja terjadi di waktu 
yang tidak terduga atau kepergian salah satu pihak memang ditujukan 
untuk meninggalkan sebuah hak dan tanggung jawab di dalam 
keluarganya. 
Jika diambil kesimpulan dari kompilasi hukum Islam maka hal 
tersebut digolongkan dalam salah satu pihak meninggalkan pihak lain 
selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain. Dari hal ini apabila 
kepergian tersebut disertai dengan kata pamit atau izin dari salah satu 
pihak atau berkaitan dengan mencari nafkah atau hal lain yang akan terjadi 
pada masa yang akan datang maka sebab sebab kepergian ini tidak dapat 
dijadikan sebagai alasan untuk memohon sebuah perceraian.
8
 
Namun yang menjadi permasalahan adalah apabila dari awal 
kepergian salah satu pihak itu hanya untuk meninggalkan tanggung 
jawabnya didalam kehidupan rumah tangga atau kepergiannya tersebut 
adalah untuk menghindari permasalahan yang dapat menimbulkan dampak 
negative bagi dirinya dan keluarga, seperti kepergiannya adalah sebagai 
salah satu bentuk menghindari perilaku kejam yang didapatkannya dari 
pasangannya. Dan dari hal tersebut maka hal ini dapat dijadikan alasan 
sebagai permohonan perceraian.
9
  
 
                                                          
 
8
  Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, ….., hlm. 144  
 
 
9
  Ibid.,  
 
85 
 
 
 
3. Faktor karena gangguan pihak ketiga  
 Gangguan pihak ketiga atau dinamai dengan perselingkuhan 
merupakan foktar penyebab perceraian yang mana dari perselingkuhan 
tersebut dianggap melanggar kepercayaan dalam kehidupan berumah yang 
menyebabkan salah seorang maupun kedua belah pihak tersakiti akan 
adanya pihak ketiga tersebut
10
. Adapun faktor-faktor penyebab 
perselingkuhan adalah : 
a. Adanya peluang dan kesempatan untuk melakukan sebuah 
perselingkuhan, yang mana hal ini biasanya dilakukan dikehidupan 
sehari-hari yang dilakukan di luar rumah, yang bertujuan untuk 
mewujudkan segala hal kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi dalam 
kehidupan rumah tangganya 
b. Adanya konflik antara suami istri yang mana dari konflik tersebut 
sudah tidak ada jalinan keharmonisan. Dari hal tersebut berujung pada 
pelampiasan pada pihak ketiga untuk mendapatkan kehangatan dan 
untuk mendapatkan perhatian dari pihak ketiga, yang didalam rumah 
tidak bisa didapatkan karena adanya konflik yang tidak berkesudahan 
c.  Kehidupan seksual yang tidak terpuaskan, yang akhirnya salah satu 
pihak memilih untuk berselingkuh demi tersalurnya kepuasan seksual 
yang tidak didapatkan dari pasangansuami maupun istrinya 
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d. Tidak terpeliharanya iman yang ada dalam rumah tangga, yang mana 
menyebabkan banyaknya perilaku-perilaku buruk yang terjadi dalam 
rumah tangga salah satunya adalah hadirnya pihak ketiga
11
 
 Faktor ini merupakan faktor yang disebabkan karena adanya pihak 
ketiga yang sengaja dimasukkan dalam keseharian salah satu pihak, yang 
kemudian masuknya pihak ketiga tersebut membuat kehidupan rumah 
tangga menjadi tidak adanya keharmonisan yang mengalir. Hal ini 
biasanya terjadi apabila salah satu pihak suami maupun istri mengalami 
sebuah kebosanan dalam rumah tangga. Kebosanan disini dimaksud 
adalah istri sudah tidak secantik seperti awal pernikahan atau suami 
maupun istri yang menganggap bahwa kebutuhannya dirumah sekarang 
sudah tidak seperti dulu dalam hal hubungan badan, komunikasi dalam 
rumah tangga dan kebutuhan yang lain tidak bisa didapatkan seperti awal-
awal pernikahan. Dengan hal tersebut akhirnya pihak ketiga dengan 
mudah masuk dalam kehidupan rumah tangga dan perselingkuhanpun 
tidak dapat dielakkan lagi.  
Jika ditarik kesimpulan menurut hukum perkawinan Islam maka 
hal tersebut disimpulkan dengan zhihar. Zhihar sendiri merupakan seorang 
suami yang menganggap bahwa istrinya adalah ibunya atau seseorang 
yang haram untuk dikawini oleh seorang lelaki. Dan apabila seorang laki-
laki mengatakan kata-kata yang berkenaan dengan zihar maka seorang 
suami wajib membayar kifarat, dan diharamkannya hubungan badan 
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antara suami istri tersebut sebelum sang suami membayar kifarat 
tersebut.
12
 
4. Faktor karena ekonomi  
 Faktor ini disebabkan karena keadaan ekonomi yang terjadi 
didalam rumah tangga mengalami kemacetan ekonomi yang membuat 
semua kebutuhan yang dibutuhkan di dalam keluarga menjadi mengalami 
kemacetan yang membuat semua menjadi terasa sulit. Penyebab ekonomi 
ini bisa disebabkan karena dua hal yaitu pertama istri yang selalu merasa 
kurang dengan apa yang seorang suami dapatkan, dan istripun selalu 
menuntut lebih kepada suami karena menganggap kebutuhan modern ini 
sudah semakin banyak dan berbagai macam jenis yang memiliki fungsinya 
masing-masing. Kedua yaitu suami yang dirasa kurang bisa mengemban 
amanah sebagai kewajiban untuk mencari nafkah, yang mana nafkah 
tersebut hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri atau sang suami tidak 
mampu memenuhi semua kebutuhan istrinya.  
 Dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor ini disebabkan karena yang 
tidak pandai mensyukuri semua yang suaminya dapatkan dan suami yang 
tidak bisa mengemban amanahnya sebagai pencari nafkah.
13
  
5. Faktor karena dihukum  
 Faktor ini disebabkan karena salah satu pihak harus mengalami 
hukuman yaitu penjara selama beberapa tahun lamanya. Yang dengan hal 
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tersebut membuat keadaan rumah tangga tidak bisa berjalan sebagaimana 
mestinya. Dan membuat keadaan rumah tangga tidak seimbang karena 
salah satu pihak harus melakukan semua kebutuhan rumah tangga, pula 
tidak adanya hak maupun kewajiban yang berjalan dengan baik karena 
hukuman tersebut membuat salah satu pihak tidak bisa berbuat sesuatu 
sebagaimana suami istri melakukan kegiatan diluar hukuman.  
Dapat disimpulkan bahwa Salah satu pihak mendapatkan hukuman 
penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung dalam jangka waktu lima tahun sendiri merupakan jangka 
waktu yang lama untuk mempertimbangkan apakah perkawinan dapat 
dilanjutkan atau dapat diputus dengan perceraian. Dan apabila hal tersebut 
sudah jelas dan juga ada bukti berupa lampiran putusan pidana maka 
pengajuan permohonan perceraian dapat dikabulkan.
14
 
6. Faktor lain-lain  
 Dalam pengadilan Agama Wonogiri ini didominasi dengan 
keadaan salah satu pihak suami maupun istri memilih untuk keluar Islam 
atau murtad. Dengan hal tersebut mendatangkan banyak sekali perbedaan 
terutama dalam bidang kerohanian. Yang mana perbedaan sebuah agama 
sangat membawa banyak sekali permasalahan dan dampak tersendiri bagi 
kehidupan rumah tangga.  
Dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan itu adalah sah 
jika menurut agama yang masing-masing. Berdasarkan hal ini, jika salah 
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satu pihak atau keduanya beralih agamanya, maka perkawinan itu dapat 
dibatalkan dengan mengajukan mengajukan gugatan ceraia untuk istri atau 
mengajukan permohonan cerai talak untuk suami.
15
 
Murtad disini telah dijelaskan oleh Syaik Hasan Ayyub secara 
gamblang yaitu apabila salah seorang suami maupun istri murtad sebelum 
melakukan hubungan badan, maka nikah dapat terkena fasakh. Namun jika 
kemurtadan tersebut dilakukan setelah hubungan suami istri maka terdapat 
dua pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa terjadi perpisahan. Yang 
mana hal tersebut juga merupakan pendapat dari Abu Hanifah, Malik dan 
Ahmad. Pendapat yang lain menyatakan bahwa perpisahan tersebut 
ditunda hingga berakhirnya masa tunggu sang istri (iddah).
16
 
Namun jika kemurtatan suami istri tersebut kembali lagi masuk 
Islam sebelum masa tunggu istri berakhir maka hubungan perkawinan 
tetap akan terjalin dengan baik. Dan jika tidak masuk Islam kembali 
sampai akhir masa tunggu istri, maka perpisahan itu terjadi sejak sang 
suami menyatakan kalau ia keluar dari Islam. Hal ini dikemukakan dari 
mazhab Syafi’i, riwayat dari Ahmad dan Daud Azh-Zhahiri.17 
7. Faktor karena cemburu  
 Faktor ini disebabkan oleh kondisi salah satu pihak yang terlalu 
cepat mengambil kesimpulan bahwa salah satu pihak dekat dengan orang 
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lain namun kenyataannya tidak ada seorangpun yang dekat dengan suami 
maupun istri. Dengan pemikiran-pemikiran tersebut membuat salah satu 
pihak selalu menuduh hingga akhirnya timbul perselisihan dalam rumah 
tangga, selain perselisihan juga adanya sebuah perasaan terkekang yang 
dialami oleh salah satu pihak. dengan kecemburuan tersebut 
mengakibatkan bahwa salah seorang pasangan selalu menganggap 
berteman dengan siapapun salah dan menganggap itu adalah 
perselingkuhan sedangkan tidak ada maksud perselingkuhan namun hanya 
sebatas rekan kerja atau teman dari masa lalu. Dari kecemburuan tersebut 
selalu mendatangkan sebuah perselisihan yang akhirnya membuat keadaan 
rumah tangga sudah tidak harmonis lagi.  
Maksud dari kecemburuan yang telah dijekaskan maka 
disimpulkan dengan li’an sendiri merupakan perbuatan suami yang mana 
menuduh istrinya melakukan perzinaan, sedangkan tidak ada saksi yang 
cukup kuat untuk membuktikan bahwa sang istri benar-benar melakukan 
perzinaan. Jika tuduhan tersebut tidak benar maka sang suami berhak 
didera 80 kali. 
18
 
8. Faktor karena kekerasan jasmani  
 Faktor ini disebabkan oleh sifat keras salah satu pihak yang mana 
tujuannya adalah mengingatkan namun dampaknya berlebihan hingga 
menimbulkan luka di badan salah satu pihak, tidak hanya luka namun 
dampak ini juga sampai menghilangkan salah satu anggota badan. Faktor 
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ini juga dinamakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dengan 
kekerasan ini menimbulkan tekanan pada salah satu pihak yang akhirnya 
menimbulkan ketidak selarasan hubungan suami istri. Sedangkan dalam 
Islam sebuah rumah tangga selain untuk beribadah juga bertujuan untuk 
melindungi salah satu pihak namun tidak terlaksana dengan baik.  
Adapun bentuk kekerasan fisik adalah perbuatan seseorang suami 
ataupun istri yang menyebabkan rasa sakit, jatuh, sakit atau bahkan luka 
berat misalnya pemukulan, penamparan, penusukan bahkan sampai 
dengan kematian.
19
 
Menurut penjelasan kompilasi hukum Islam yaitu Salah satu pihak 
melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang dapat membahayakan 
pihak lain. Alasan ini dapat diajukan oleh pihak yang berwenang untuk 
mengajukan permohonan perceraian apabila disertai dengan bukti visum 
atau bukti yang lain yang dari hal tersebut dapat meyakinkan para hakim 
apakah perceraian dapat diajukan atau tidak. Dan kekejaman disini dapat 
diartikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang dilakukan salah satu 
pihak kepihak yang lain, atau juga perilaku yang dapat menyakiti pihak 
lain baik yang berupa fisik maupun batin. Dengan hal itu menimbulkan 
banyaknya kenegatifan antara keduanya dan cerai merupakan jalan keluar 
satu-satunya.
20
 
9. Faktor karena kekerasan mental  
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 Faktor ini merupakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu 
pihak yang secara tidak langsung melukai secara fisik namun batin. 
Kekerasan ini bisa disamakan dengan mengolok, mencaci ataupun 
merendahkan salah satu pasangan. Dengan kekerasan itu memberikan 
dampak yang enggan untuk melakukan suatu hal, yang akhirnya membuat 
hak dan kewajiban dalam sebuah rumah tangga tidak berjalan dengan baik. 
Faktor ini juga memberikan dampak yang buruk tidak hanya untuk salah 
satu pihak namun juga membawa dampak buruk bagi keluarganya, seperti 
hal tersebut akan ditiru oleh anak.  
 Adapun yang dimaksud dengan kekerasan mental adalah sebuah 
perbuatan yang mengakibatkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri 
hilang kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan 
mental berat pada seseorang.
21
 
10. Faktor karena cacat biologis  
 Faktor ini disebabkan karena kecacatan salah seorang pihak yang 
membuat kewajibannya sebagai seorang suami maupun istri tidak berjalan 
dengan baik, dengan hal itu menjadikan ketidak selarasan dalam rumah 
tangga. Seperti halnya seorang istri tidak bisa melayani dengan baik 
karena cacat badan tersebut, atau seorang suami tidak bisa menjalankan 
kewajibannya sebagai suami dan mencari nafkah untuk keluarganya. Dan 
dengan cacat tersebut menghambat sebuah keluarga tersebut untuk 
melakukan kehidupan rumah tangga pada umumnya.   
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Adapun maksud dari cacat biologis menurut kompilasi Hukum 
Islam adalah Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit 
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami 
maupun istri.  
Artian cacat disini tidak dapat diartikan secara terbatas, dan disini 
hakim yang akan menimbang apakah perkawinan tersebut dapat diputus 
atau tidak. Namun jika penyakin tersebut adalah penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan dan dapat memberikan dampak buruk bagi yang lain, seperti 
penyakit kusta, impotensi dan gila, maka alasan tersebut dapat diajukan 
sebagai alasan pengajuan permohonan perceraian karena dari hal tersebut 
tujuan pernikahan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
22
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BAB V 
PENUTUP  
Sebagai penutup dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas, 
maka terdapat beberapa kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran, sebagai 
berikut  
A. Kesimpulan  
Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan 
Agama Wonogiri prosentasenya adalah, faktor karena tidak harmonis sebanyak 
891 perkara dengan prosentase 63.64 %, Faktor tidak tanggung jawab sebanyak 
416 perkara dengan prosentase 29.71 %,  Faktor gangguan pihak ketiga sebanyak 
76 perkara dengan prosentase 5.42 %, Faktor ekonomi sebanyak 5 perkara dengan 
prosentase 0.35 %, Faktor dihukum sebanyak 4 perkara dengan prosentase 0.28 
%, Faktor lain-lain sebanyak 3 perkara dengan prosentase 0.21 %, Faktor cemburu 
sebanyak 2 perkara dengan prosentase 0.14 %, Faktor kekerasan jasmani 
sebanyak 1 perkara dengan prosentase sebanyak 0.07 %, Faktor kekerasan mental 
sebanyak 1 perkara dengan prosentase sebanyak 0.07 %, Faktor cacat biologis 
sebanyak 1 perkara dengan prosentase sebanyak 0.07 %  
Dan dari jumlah total yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama 
Wonogir tahun 2017 adalah sebanyak 1400 perkara. 
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B. Saran-Saran  
Adapun saran-saran dari penyusun adalah sebagai berikut:  
1. Para hakim yang menangani permasalahan-permasalahan perceraian, 
hendaklah dengan dicermati dan teliti dalam member pertimbangan serta 
selalu melakukan usaha-usaha perdamaian semaksimal mungkin 
sehingga dapat menekan angka perceraian sesuai dengan asas perceraian 
yaitu mempersukar perceraian 
2. Masyarakat hendaknya mempersiamkan fisik dan mental sebelum 
melakukan pernikahan, karena dikhawatirkan fisik dan mental yang 
belum matang akan menambah jumlah perceraian yang semakin lama 
semakin tinggi 
3. Untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa Syari’ah agar selalu 
berusaha meningkatkan pendalaman hukum Islam khususnya Hukum 
Perkawinan, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang 
dihadapi masyarakat.  
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Lampiran 2 
Pedoman Wawancara  
 
1. Apa saja yang melatar belakangi sebuah perceraian itu terjadi ?  
2. Apa penyebab perceraian pada tahun 2017 meningkat lebih pesat dari pada 
tahun sebelumnya ?  
3. Di tahun 2017 faktor penyebab perceraian paling tinggi adalah tidak 
adanya keharmonisan, dari hal itu apa yang menyebabkan sebuah rumah 
tangga tidak ada keharmonisan ?  
4. Apa alasan cerai karena kurangnya keharmonisan menjadi salah satu 
alasan paling banyak pada tahun 2017 ini ? 
5. Bagaimana seorang hakim memutuskan sebuah perkara perceraian ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 4  
Pengambilan Dokumentasi  
 
Data Perceraian Tahun 2017  
 
Grafik Perkara Pengadilan  
  
 
Peta Wilayah Pengadilan Agama Wonogiri  
 
Struktur Organisasi 
 
  
Lampiran 5  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
1. Nama     : Wilda Ma’rifah  
2. NIM     :152121007 
3. Tempat, Tanggal lahir  : Pacitan, 05 November 1996 
4. Jenis Kelamin   : Perempuan  
5. Alamat    : Margorejo, Rt 02/05 Punung, Pacitan 
6. Nama Ayah    : Ahmad Subhan  
7. Nama Ibu    : Sunarni  
8. Riwayat Pendidikan  
a. SD Negeri Punung 1 Lulus tahun 2009 
b. MTs Negeri Punung Lulus tahun 2012  
c. MA Negeri Pacitan Lulus tahun 2015 
d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2015 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.  
 
 
 
Surakarta, 22 Januari 2020 
 
 
 Wilda Ma’rifah  
